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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

A. Petunjuk Bagi Dosen
Dalam setiap kegiatan belajar dosen berperan untuk:
1. Membantu mahasiswa dalam merencanakan proses belajar
2. Membimbing mahasiswa dalam memahami konsep, analisa, dan menjawab
pertanyaan mahasiswa mengenai proses belajar.

3. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok.

B. Petunjuk Bagi Mahasiswa

Untuk memperoleh prestasi belajar secara maksimal, maka langkah-langkah yang perlu

dilaksanakan dalam modul ini antara lain:

1. Bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan belajar. Bila ada materi
yang belum jelas, mahasiswa dapat bertanya pada dosen.

2. Kerjakan setiap tugas diskusi terhadap materi-materi yang dibahas dalam setiap
kegiatan belajar.

3. Jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan belajar

sebelumnya atau bertanyalah kepada dosen.
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INSAN CENDEKIA MEDIKA JOMBANG

PROGRAM STUDI S1 ILMU KEPERAWATAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

No. Dokumen No. Revisi Hal Tanggal Terbit
30 Juli 2018
Matakuliah  : Kewarganegaraan Semester: 3 (tiga) | Sks: 2 sks Kode MK: ALAAKWN

Program Studi : S1 lImu
Keperawatan

Dosen Pengampu/Penanggungjawab : Anita Rahmawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep (AR)

Capaian Pembelajaran Lulusan
(CPL)

3.
4.
5.

Sikap
1.
2.

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan
etika;

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidangvkeahliannya secara mandiri.
Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung
gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah
tanggungjawabnya, dan hukum/peraturan perundangan;

Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan
Kode Etik Perawat Indonesia

Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat Kklien,
menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan
yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal
dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya

Keterampilan Umum:

1.

Bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik, dan memiliki kompetensi
kerja yang minimal setara dengan standard kompetensi kerja profesinya




2. Membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan
pemikiran logis, Kkritis, sistematis, dan kreatif

3. Menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya
berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku, serta kode etik profesinya, yang dapat diakses
oleh masyarakat akademik

4. Mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan
profesi, dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi,
kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya

5. Meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan
pengalaman kerja bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik
profesinya.

6. Melakukan evaluasi secara Kritis ternadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam
melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat

7. Memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya

8. Bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang
profesinya

9. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya

10. Mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan
informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya

CP Keterampilan Khusus

1. Menerapkan filosofi, konsep holistik dan proses keperawatan maternitas dengan menekankan
aspek caring dan peka budaya.

2. Melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus sistem reproduksi pada individu dengan
memperhatikan aspek legal dan etis dengan menekankan aspek caring dan peka budaya.

3. Melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus sistem reproduksi pada individu dengan
memperhatikan aspek legal dan etis dengan menekankan aspek caring dan peka budaya.

4. Mengintegrasikan hasil-hasil penelitian kedalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah
yang berhubungan dengan kasus sistem reproduksi dengan menekankan aspek caring dan peka
budaya.

5. Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada individu dengan kasus sistem
reproduksi dengan memperhatikan aspek legal dan etis dengan menekankan aspek caring dan
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peka budaya.

Melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus sistem reproduksi terkait berbagai
sistem dengan menekankan aspek caring dan peka budaya.

Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus sistem reproduksi sesuai dengan standar
yang berlaku dengan berfikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien
dan efektif dengan menekankan aspek caring dan peka budaya.

CP Pengetahuan

BOooo~Noa~wWDE

Kemampuan menguraikan dan menjelaskan pengantar kewarganegaraan
Kemampuan mendeskripsikan identitas nasional

Kemampuan menguraikan dan menjelaskan negara dan konstitusi
Kemampuan menguraikan dan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara
Kemampuan menguraikan dan menjelaskan demokrasi indonesia
Kemampuan menguraikan dan menjelaskan negara dan konstitusi
Kemampuan menguraikan dan menjelaskan makna negara huum dan HAM
Kemampuan menguraikan dan menjelaskan wawasan nusantara

Kemampuan menguraikan dan menjelaskan ketahanan nasional

. Kemampuan menguraikan dan menjelaskan integritas nasional

Capaian Pembelajaran Matakuliah
(CPMK)

1
2
3
4.
S.
6
7
8
9.
1

Kemampuan menguraikan dan menjelaskan pengantar kewarganegaraan
Kemampuan mendeskripsikan identitas nasional

Kemampuan menguraikan dan menjelaskan negara dan konstitusi
Kemampuan menguraikan dan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara
Kemampuan menguraikan dan menjelaskan demokrasi indonesia
Kemampuan menguraikan dan menjelaskan negara dan konstitusi
Kemampuan menguraikan dan menjelaskan makna negara huum dan HAM
Kemampuan menguraikan dan menjelaskan wawasan nusantara
Kemampuan menguraikan dan menjelaskan ketahanan nasional

0. Kemampuan menguraikan dan menjelaskan integritas nasional

Deskripsi Matakuliah

Mata kuliah ini membahas tentang masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan
menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air, masalah
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kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung
dan masalah kontekstual
menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran hokum dan keragaman

demokrasi

berkeadaban,

PKn,

mengembangkan sikap positif dan

Metode Penilaian
Mingg Kemampuan yang Bahan Kajian/Materi Pembelajaran Waktu _
u ke - | diharapkan (Sub-CPMK) Pembelajaran dan Pengalaman Teknik Kriteria/ Bobot
Belajar Indikator (%)
1 Mampu menguraikan dan PKn sebagai MPK : Mini Lecture 2x50 MCQ Dapat 7
menjelaskan pengantar a. Latar belakang dan (AR) menguraikan dan
kewarganegaraan tujuan pembelajaran menjelaskan
PKndi PT pengantar
a. Nilai-nilai pancasila kewarganegaraan
sebagai orientasi
(core value) PKn
2 Mampu mendeskripsikan Identitas Nasional : Mini Lecture 2x50 | MCQ Dapat 7
identitas nasional a. Pengertian identitas (AR) mendeskripsikan
nasional identitas nasional
b. Sejarah kelahiran
faham nasionalisme
Indonesia
c. ldentitas nasional
sebagai karakter
bangsa
d. Proses berbangsa
dan bernegara
3 Mampu menguraikan dan Negara dan Konstitusi : Mini Lecture 2x50 | MCQ Dapat 7
menjelaskan negara dan a. Pentingnya (AR) menguraikan dan
konstitusi konstitusi bagi menjelaskan
Negara negara dan
b. UUD 1945 sebagai konstitusi
konstitusi negara
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C.

Indonesia
Perilaku
konstitusional

4 Mampu menguraikan dan
menjelaskan Hak dan
Kewajiban Warganegara

Hak dan Kewajiban
Warga Negara:
a. Pengertian hak dan

kewajiban warga
Negara

Konsep hak dan
kewajiban warga
negara dalam UUD
1945

Konsep hubungan
bangsa, negara, dan
warga negara
(status, asas, syarat
kewarganegaraan)

Mini Lecture
(AR)

2x50

MCQ

Dapat
menguraikan dan
menjelaskan Hak
dan Kewajiban
Warganegara

5 Kemampuan menguraikan
dan menjelaskan
Demokrasi indonesia

Demokrasi Indonesia:

a.

Makna demokrasi
dan prinsip-
prinsipnya
Demokrasi
Indonesia
(demokrasi
Pancasila)
Pelaksanaan
demokrasi di
Indonesia
Pendidikan
demokrasi

SGD(AR)

2x50

Presentasi
dan
penugasan

Dapat
menguraikan dan
menjelaskan
Demokrasi
indonesia
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6 Kemampuan menguraikan | Negara dan Konstitusi : Mini Lecture 2x50 | MCQ Dapat
dan menjelaskan negara a. Pentingnya (AR) menguraikan dan
dan konstitusi konstitusi bagi menjelaskan
Negara negara dan
b. UUD 1945 konstitusi
sebagai konstitusi
negara Indonesia
c. Perilaku
konstitusional
7 Kemampuan menguraikan | Negara Hukum dan SGD(AR) 2x50 | Presentasi Dapat
dan menjelaskan negara HAM: dan menguraikan dan
hukum dan Hak asasi a. Makna penugasan menjelaskan
manusia Indonesia negara hukum
sebagai Negara dan Hak asasi
hukum dan manusia
prinsip-
prinsipnya
b. Hubungan
Negara hukum
dengan HAM
8 Kemampuan menguraikan c. Penegakan SGD(AR) 2x50 | Presentasi Dapat
dan menjelaskan negara HAM di dan menguraikan dan
hukum dan Hak asasi Indonesia penugasan menjelaskan
manusia negara hukum
dan Hak asasi
manusia
9 Ujian Tengah Semester (UTS)
10 Kemampuan menguraikan | Geopolitik /Wawasan Mini Lecture(AR) 2x50 | MCQ Dapat

dan menjelaskan

Nusantara:

menguraikan dan
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geopolitik/wawasan
nusantara

a. Konsepsi Geopolitik
b. Teori-teori geopolitik
negara besar

menjelaskan
geopolitik/wawas
an nusantara

11 Kemampuan menguraikan | Geopolitik /Wawasan Mini Lecture 2x50 | MCQ Dapat
dan menjelaskan Nusantara: (AR) menguraikan dan
geopolitik/wawasan a. Wawasan nusantara menjelaskan
nusantara (geopolitik geopolitik/wawas
Indonesia) an nusantara
b. Implementasi
Wawasan nusantara di
era global
12 Kemampuan menjelaskan | Geostrategi Indonesia / Mini Lecture(AR) 2x50 | MCQ Dapat
dan mnguraikan | Ketahanan nasional : menjelaskan dan
geostrategi a. Unsur-unsur mnguraikan
indonesia/ketahanan ketahanan nasional geostrategi
nasional Indonesia indonesia/ketaha
nan nasional
13 Kemampuan menjelaskan | b. Pendekatan Mini Lecture 2x50 | MCQ Dapat
dan mnguraikan astagatra dalam (AR) menjelaskan dan
geostrategi pemecahan masalah mnguraikan
indonesia/ketahanan c. Potensi ancaman geostrategi
nasional bagi ketahanan indonesia/ketaha
bangsa di era global nan nasional
14 Memahami integrasi Integrasi Nasional: Case Study (AR) 2x50 | Laporan studi | Dapat memahami

Nasional

a. Pluralitas
masyarakat
Indonesia

b.  Strategi integrasi

kasus

integrasi Nasiona
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(asimilasi,
akulturasi,
pluralisme,)

15 Memahami integrasi Integrasi Nasional: Case Study (AR) 2x50 | Laporan studi | Dapat memahami
Nasional Strategi integrasi kasus integrasi Nasiona
Indonesia (Bhinneka
Tunggal Ika)
16 Ujian Akhir Semester
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Deskripsi Mata Ajar
Mata kuliah ini membahas tentang masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap
positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah
air, masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku
yang mendukung demokrasi berkeadaban, dan masalah kontekstual PKn,
mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran

hokum dan keragaman

B. Capaian Pembelajaran Lulusan
1. Sikap

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama,moral, dan etika;

c. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat
dan lingkungan

d. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidangvkeahliannya
secara mandiri.

e. Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan
menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai
dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, dan hukum/peraturan
perundangan;

f. Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya
sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia

g. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat
klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan
keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas
kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh
dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya

2. Keterampilan Umum
a. Bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik, dan

memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standard kompetensi kerja
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profesinya

b. Membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya
berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif

c. Menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang
keahliannya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku, serta kode etik
profesinya, yang dapat diakses oleh masyarakat akademik

d. Mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi
pengembangan profesi, dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat
profesinya

e. Meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui
pelatihan dan pengalaman kerja bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang
profesinya sesuai dengan kode etik profesinya.

f. Melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat
dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat
Memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya
Bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah
pekerjaan bidang profesinya

i. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan
Kliennya

J.  Mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan
kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya

3. CP Keterampilan Khusus

a. Menerapkan filosofi, konsep holistik dan proses keperawatan maternitas dengan
menekankan aspek caring dan peka budaya.

b. Melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus sistem reproduksi pada
individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis dengan menekankan aspek
caring dan peka budaya.

c. Melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus sistem reproduksi pada
individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis dengan menekankan aspek
caring dan peka budaya.

d. Mengintegrasikan hasil-hasil penelitian kedalam asuhan keperawatan dalam
mengatasi masalah yang berhubungan dengan kasus sistem reproduksi dengan

menekankan aspek caring dan peka budaya.
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e.

Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada individu dengan kasus
sistem reproduksi dengan memperhatikan aspek legal dan etis dengan
menekankan aspek caring dan peka budaya.

Melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus sistem reproduksi
terkait berbagai sistem dengan menekankan aspek caring dan peka budaya.
Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus sistem reproduksi sesuai
dengan standar yang berlaku dengan berfikir kreatif dan inovatif sehingga
menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif dengan menekankan aspek

caring dan peka budaya.

4. CP Pengetahuan

a.

o

a o

> e - oo

j

Kemampuan menguraikan dan menjelaskan pengantar kewarganegaraan
Kemampuan mendeskripsikan identitas nasional

Kemampuan menguraikan dan menjelaskan negara dan konstitusi
Kemampuan menguraikan dan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara
Kemampuan menguraikan dan menjelaskan demokrasi indonesia
Kemampuan menguraikan dan menjelaskan negara dan konstitusi
Kemampuan menguraikan dan menjelaskan makna negara huum dan HAM
Kemampuan menguraikan dan menjelaskan wawasan nusantara
Kemampuan menguraikan dan menjelaskan ketahanan nasional

Kemampuan menguraikan dan menjelaskan integritas nasional

C. Strategi Perkuliahan

Pendekatan perkuliahan ini adalah pendekatan Student Center Learning. Dimana

Mahasiswa lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan

lebih banyak menggunakan metode ISS (Interactive skill station) dan Problem base

learning. Interactive skill station diharapkan mahasiswa belajar mencari materi secara

mandiri menggunakan berbagai sumber kepustakaan seperti internet, expert dan lainlain,

yang nantinya akan didiskusikan dalam kelompok yang telah ditentukan. Sedangkan

untuk beberapa pertemuan dosen akan memberikan kuliah singkat diawal untuk

memberikan kerangka pikir dalam diskusi. Untuk materi-materi yang memerlukan

keterampilan, metode yang yang akan dilakukan adalah simulasi dan demonstrasi.

Berikut metode pembelajaran yang akan digunakan dalam perkuliahan ini:

1.
2.
3.

Mini Lecture
Case Studi
SGD
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BAB 2
KEGIATAN BELAJAR

A. Kegiatan Belajar 1
1. Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Mampu menguraikan dan menjelaskan pengantar kewarganegaraan
2. Uraian Materi
Pengantar Kewarganegaraan
Dosen: Anita Rahmawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep
A. Pengertian Warga Negara

Orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara
dahulu biasa disebut hamba atau kawula negara. Namun sekarang ini lazim disebut
warga negara, karena sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka. la
tidak lagi sebagai hamba raja, melainkan anggota atau warga dari suatu negara. Jadi
warga secara sederhana dapat di artikan sebagai anggota dari suatu negara.

Dalam keseharian (bahasa awam) pengertian warga negara sering disamakan
dengan rakyat atau penduduk. Padahal tidaklah demikian. Terkait dengan hal ini maka
perlu dijelaskan pengertian masing-masing dan perbedaannya.

Orang yang berada disuatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi dua yaitu
penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal
disuatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan yang bukan penduduk
adalah orang-orang yang hanya tinggal sementara waktu saja di wilayah suatu negara.

Selanjutnya penduduk dalam suatu negara dapat dipilah lagi menjadi dua yaitu
warga negara dan orang asing. Austin Raney menyatakan bahwa setiap negara memiliki
sejumlah orang tertentu yang dianggap sebagai warga negaranya dan yang lainnya
adalah sebagai orang asing.

Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi
merupakan anggota dari suatu negara tertentu. Mereka memberikan kesetiaannya pada
negara itu, menerima perlindungan darinya, serta menikmati hak untuk ikut serta dalam
proses politik. Mereka mempunyai hubungan secara hukum yang tidak terputus dengan
negaranya meskipun yang bersangkutan telah didomisili diluar negeri, asalkan ia tidak
memutuskan kewarganegaraannya.

Sedangkan orang asing adalah orang-orang yang untuk sementara atau tetap

bertempat tinggal di negara tertentu, tetapi tidak berkedudukan sebagai warga negara.
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Mereka adalah warga negara dari negara lain yang dengan izin dari pemerintah
setempat menetap di negara yang bersangkutan. Mereka mempunyai hubungan secara
hukum dengan negara dimana ia tinggal hanya ketika ia masih bertempat tinggal di
wilayah negara tersebut.

Di dalam suatu negara terdapat sejumlah orang-orang yang berstatus sebagai
warga negara sekaligus sebagai penduduk dan sejumlah penduduk yang berstatus buakn
sebagai warga negara (orang asing).

Perbedaan status atau kedudukan sebagai penduduk dan bukan penduduk, juga
penduduk warga negara dan bukan penduduk warga negara menimbulkan perbedaan
hak dan kewajiban. Kebanyakan negara menentukan bahwa hanya mereka yang
berstatus sebagai penduduk sajalah yang boleh bekerja dinegara yang bersangkutan,
sedang bagi mereka yang berstatus bukan penduduk dilarang melakukan pekerjaan
apapun. Demikian juga di indonesia misalnya, hanya warga negara yang boleh
mempunyai hak milik atas tanah, dan hak untuk memilih atau dipilih dalam pemilihan
umum. Sedang orang asing baik yang berstatus sebagai penduduk maupun bukan
penduduk tidak diperbolehkan melakukan hal-hal tersebut.

Di indonesia diantara sesama warga negara masih dibedakan lagi anatara warga
negara asli dan wargan negara keturunan asing. Hal ini dinyatakan dalam pasal 26 ayat
1 UUD 1945 yang berbunyi: “yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa
indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara”. Perbedaan tersebut juga menimbulkan hak dan kewajiban,
walaupun hanya terbatas pada bidang tertentu.

Selanjutnya mengenai istilah rakyat, Heuken SJ dkk (1988) mencatat ada empat
arti dari istilah rakyat. Pertama, rakyat adalah kelompok orang yang diperintah atau
lapisan bawah dalam masyarakat. Kedua, rakyat adalah kaum proletar. Ketiga, rakyat
adalah semua penduduk disuatu tempat, negeri, atau daerah. Keempat, rakyat adalah
golongan orang yang memiliki ikatan bersama yang kuat, karena memiliki warisan
seperti sejarah, bahasa, nasib, adat, kebudayaan dan tujuan bersama. Istilah rakyat dan
warga negara sebenanya menunjuk kepada subjek yang sama, hanya saja rakyat
merupakan sebutan sosiologis sedangkan warga negara merupakan sebutan yuridis.

B. Kewarganegaraan
Pengertian kewarganegaraan dapat dibedakan dalam dua arti yaitu

kewarganegaraan dalam arti formal dan kewarganegaraan dalam arti material.
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Kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada hal ikhwal masalah
kewarganegaraan yang umumnya berada pada ranah hukum publik. Kewarganegaraan
dalam arti formal membicarakan hal ikhwal masalah kewarganegaraan seperti
siapakah warga negara, bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan,
pewarganegaraan, bagaimana kehilangan kewarganegaraan, dan seterusnya.

Sedangkan kewarganegaraan dalam arti material adalah akibat hukum dari
pengertian kewarganegaraan itu sendiri. Kewarganegaraan dalam arti material
menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan yaitu adanya hak dan
kewajiban warga negara. Kewarganegaraan dalam arti material ini merupakan isi dari
kewarganegaraan itu sendiri yaitu masalah hak dan kewajiban warga negara.

Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki
pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan.
C. Penentuan Kewarganegaraan

Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dikenal dengan adanya asas
kewarganegaraan yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis.

Asas ius adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut
daerah atau negara tempat dimana orang tersebut dilahirkan.Asas ius soli disebut
juga asas daerah kelahiran. Sedang asas ius sanguinis ialah asas yang menentukan
kewarganegaraan seseorang menurut pertalian daerah atau keturunan dari orang
yang bersangkutan.

Asas ius solidan asas ius sanguinis dianggap sebagai asas yang utama dalam
menentukan status hukum kewarganegaraan. Pada sekarang ini umumnya negara
menganut kedua asas tersebut secara simultan.

Negara-negara imigran yaitu negara yang sebagian besar warganya merupakan
kaum pendatang atau cenderung didatangi orang asing, maka kecenderungannya
menggunakan asas ius soli sebagai asas kewarganegaraannya. Adapun dasar
pertimbangannya adalah negara menghendaki warga baru segera melebur diri
sebagai warga negara di negara tersebut. Contoh: Amerika Serikat menerapkan asas
ius soli , yaitu menentukan kewarganegaraan berdasarkan faktor tanah kelahiran.

Sebaliknya negara-negara emigran yaitu negara yang warganya cenderung
keluar dari negara, maka kecenderungannya lebih menggunakan asas ius sanguinis.
Penentuan asas kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap warga negara dapat
menimbulkan masalah kewarganegaraan bagi seorang warga. Masalah

kewarganegaraan tersebut adalah timbulnya apatride dan bipatride.
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Apatride berasal dari kata a yang artinya tidak dan patride yang artinya
kewarganegaraan. Jadi patride adalah orang-orang yang tidak memiliki kenegaraan.
Apatride ini bisa dialami oleh orang yang dilahirkan dari orang tua yang negaranya
menganut asas ius soli dinegara atau dalam wilayah negara yang menganut asas ius
sanguinis. Kemudian Bipatride berasal dari kata bi yang artinya dua dan patride
yang berarti kewarganegaraan. Jadi bipatride adalah orang-orang yang memiliki
kewarganegaraan rangkap (ganda). Bipatride ini bisa dialami pada orang yang
dilahirkan dari orang tua yang negaranya menganut asas ius sanguinis didalam
wilayah negara yang menganut asas ius soli. Oleh negara asal orang tuanya orang
itu dianggap sebagai warga negara karena ia adalah keturunan dari warga
negaranya.

D. Cara Memperoleh dan Kehilangan Kewarganegaraan
Ada beberapa cara orang memperoleh status kewarganegaraan dan kehilangan
kewarganegaraan. Cara memperoleh kewarganegaraan adalah:

Citizenship by birth, memperoleh kewarganegaraan karena kelahiran. Jadi setiap

orang yang lahir diwilayah negara dianggap sah sebagai warga negara karena suatu

negara menganut asas ius sanguinis.

1. Citizenship by descent, memperoleh kewarganegaraan karena keturunan. Jadi
orang yang lahir diluar wilayah negara dianggap sebagai warga negara apabila
orangtuanya adalah warga negara dari negara tersebut karena negaranya menganut
asas ius sanguinis.

2. Citizenship by naturalization, pewarganegaraan orang asing atas kehendak sendiri
atas permohonan menjadi warga negara suatu negara dengan memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan.

3. Citizenship by registration, pewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi
syarat-syarat tertentu yang dianggap cukup dilakukan melalui prosedur asministrasi
yang lebih sederhana dibandingkan naturalisasi.

4. Citizenship by incorporation of territory, proses kewarganegaraan karena terjadi
perluasan wilayah negara.

Selanjutnya orang dapat kehilangan kewarganegaraan karena tiga kemungkinan/cara,
yaitu:

1. Renunciation, tindakan sukarela seseorang untuk meninggalkan status

kewarganegaraan yang diperoleh di dua negara atau lebih.
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2. Termination, penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena
yang bersangkutan mendapat kewarganegaraan negara lain.

3. Deprivation, pencabutan secara paksa status kewarganegaraan karena yang
bersangkutan dianggap telah melakukan kesalahan, pelanggaran atau terbukti
tidak setia kepada negara berdasar undang-undang.

E. Warga Negara Dan Kewarganegaraan Di Indonesia
a. Warga Negara Indonesia
Negara Indonesia telah menetukan siapa saja yang menjadi warga negara di dalam
konstitusinya. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 yang
berbunyi sebagai berikut:

1. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai
warga negara’.

2. Penduduk ialah warga indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di
indonesia”.

3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-
undang”.

Ketentuan pasal 26 ayat 1 tersebut memberikan penegasan bahwa untuk orang-

orang bangsa indonesia asli secara otomatis merupakan warga negara, sedangkan

bagi orang-orang bangsa lain untuk menjadi warga negara indonesia harus
disahkan terlebih dahulu dengan undang-undang.

Orang-orang bangsa lain yang dimaksud adalah orang-orang peranakan

seperti peranakan Belanda, Tionghoa, dan Arab yang bertempat tinggal di

indonesia, yang mengakui indonesia sebagai tumpah darahnya dan bersikap setia

kepada Republik Indonesia.

b. Asas Kewarganegaraan Indonesia
Asas-asas umum yang dianut dalam UU No.12 tahun 2006 adalah sebagai berikut:
1. Asas ius sanguinis (Law Of The Blood) adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara
tempat kelahiran.
2. Asas ius soli (Law Of The Soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan

kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang
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diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam UU ini.

3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu
kewarganegaraan bagi setiap orang.

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam UU ini.

c. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia
Berdasarkan UU No. 12 tahun 2006 kewarganegaraan Republik Indonesia dapat
di peroleh melalui:
1. Kelahiran
Setiap anak yang lahir dari orang tua (ayah atau ibunya) berkewargaan negara
indonesia akan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Pengangkatan
Anak warga negara asing yang berumur 5 tahun yang diangkat secara sah menurut
penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara negara indonesia
memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Perkawinan/Pernyataan
Orang asing yang menikah dengan warga negara indonesia dapat memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia apabila memenuhi persyaratan sebagaimana
diatur dalam pasal 19.
4. Turut Ayah atau Ibu
Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat
tinggal diwilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan
Republik Indonesia.
5. Pemberian
Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan
alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh
presiden setelah memperoleh petimbangan DPR Republik Indonesia, kecuali
dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan
berkewarganegaraan ganda (pasal 20).

6. Pewarganegaraan
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Syarat dan tatacara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui
pewarganegaraan diatur dalam pasal 9 s/d 18 Undang-Undang ini.

Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Perihal kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam pasal 123
UU No.12 tahun 2006 yang menyatakan bahwa warga negara indonesia
kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.

. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang
yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu.

. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri,
yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal
diluar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia
tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu dari presiden.

. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan semacam itu di
indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hanya boleh dijabat oleh
warga negara indonesia.

. Secara sukarela menyatakan sumpah atau janji setia kepada negra asing.

. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat
ketatanegaraan untuk suatu negara asing.

. Mempunyai paspor dari negra asing atau surat yang dapat diartikan sebagai
kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

. Bertempat tinggal diluar wilayah negara republik indonesia selama 5 tahun terus
menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan
sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara
indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya
yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara

indonesia kepada perwakilan negara republik indonesia.

. Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
Dalam pasal 31 UU No.12 tahun 2006 dinyatakan bahwa seseorang yang
kehilngan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali

kewarganegaraannya melalui procedur pewarganegaraan dengan mengajukan
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permohonan tertulis pada Menteri. Bila pemohon bertemapat tinggal diluar
wilayah negara indonesia, permohonan disampaikan melalui perwakilan negara
Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
Permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik
Indonesia dapat juga diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan
kewarganegaraannya akibat perkawinan dengan orang asing sejak putusnya
perkawinan. Kepala Perwakilan Republik Indonesia akan merumuskan
permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 hari setelah
menerima permohanan.
F. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Warga negara adalah anggota dari suatu negara. Sebagai anggota dari negara, warga
negara mempunyai hubungan dengan negaranya. Warga negara mempunyai sejumlah
hak dan kewajiban terhadap negara. Demikian sebagian negara mempunyai sejumlah hak
dan kewajiban terhadap warganya. Pengaturan tentang hak dan kewajiban ini umumnya
tertuangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan negara.
1. Hak Warga Negara Indonesia
Berikut akan disebutkan beberapa hak warga negara indonesia yang diatur dalam
pasal 27 sampai dengan 34 UUD 1945, yaitu:

a. Hak persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan.

o

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Hak ikut serta dalam pembelaan negara.

o o

Hak berpendapat, berkumpul, dan berserikat.

@

Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.

=h

Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui pernikahan yang
sah.

g. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak untuk mendapat kesejahteraan.

i. Hak untuk mendapatkan pendidikan.

J.  Hak atas status kewarganegaraan.

k. Hak kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinannya
2. Kewajiban Warga Negara Indonesia

Kewajiban warga negara indonesia antara lain diatur diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan

3,pasal 28 J,pasal 30 ayat 2 UUD 1945 yaitu:

1. Wajib menjunjung/mentaati hukum dan pemerintahan.
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Wajib membela negara.
Wajib menghormati hak asasi manusia.
Wajib tunduk pada pembatasan yang di tetapkan dengan undang-undang.

Wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

o g~ LD

Wajib untuk mengikuti pendidikan dasar.
Kewajiban warga negara ini pada dasarnya adalah hak negara. Oleh karena negara
memiliki sifat memaksa dan mencakup semuanya, maka negara memiliki hak untuk
menuntut warga negaranya untuk mentaati dan melaksankan hukum-hukum yang
berlaku dinegara tersebut.

Sedangkan hak warga negara merupakan kewajiban negara terhadap negaranya.
Hak-hak warga negara wajib diakui, wajib dihormati, dilindungi, dan difasilitasi, serta
dipenuhi oleh negara. Negara didirikan dan dibentuk memang bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan hidup warganya.

3. Rangkuman

Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan
anggota dari suatu negara tertentu. Mereka memberikan kesetiaannya pada negara itu,
menerima perlindungan darinya, serta menikmati hak untuk ikut serta dalam proses
politik. Mereka mempunyai hubungan secara hukum yang tidak terputus dengan
negaranya meskipun yang bersangkutan telah didomisili diluar negeri, asalkan ia tidak
memutuskan kewarganegaraannya.

Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum
serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan menghasilkan
akibat hukum vyaitu adanya hak dan kewajiban warga negara maupun negara.
Disamping itu akibat hukum yang lain adalah bahwa orang yang sudah memiliki
kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain.negara lain
juga tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan
warga negaranya.

Asas ius adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah
atau negara tempat dimana orang tersebut dilahirkan.Asas ius soli disebut juga asas
daerah kelahiran. Sedang asas ius sanguinis ialah asas yang menentukan
kewarganegaraan seseorang menurut pertalian daerah atau keturunan dari orang yang

bersangkutan.
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Asas ius solidan asas ius sanguinis dianggap sebagai asas yang utama dalam

menentukan status hukum kewarganegaraan. Pada sekarang ini umumnya negara

menganut kedua asas tersebut secara simultan.

Negara-negara imigran yaitu negara yang sebagian besar warganya merupakan kaum

pendatang atau cenderung didatangi orang asing, maka kecenderungannya

menggunakan asas ius soli sebagai asas kewarganegaraannya.

Sebaliknya negara-negara emigran yaitu negara yang warganya cenderung keluar dari

negara, maka kecenderungannya lebih menggunakan asas ius sanguinis. Penentuan

asas kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap warga negara dapat

menimbulkan  masalah  kewarganegaraan bagi seorang warga. Masalah

kewarganegaraan tersebut adalah timbulnya apatride dan bipatride.

Penugasan dan Umpan Balik

Obyek Garapan:

Resume Pembelajaran masing-masing pertemuan

Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:

v' Mahasiswa membuat resume perkuliahan pada saat fasilitator (dosen) memberi
materi kuliah

v' 15 menit sebelum waktu pembelajaran selesai  mahasiswa diwajibkan 2

pertanyaaan multiple Choise
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B. Kegiatan Belajar 2
1. Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Mampu mendeskripsikan identitas nasional
2. Uraian Materi
Identitas Nasional
Dosen: Anita Rahmawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep
A. PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL

Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah
tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi
nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang kemudian
dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan Nasional dengan
acuan Pancasila dan roh Bhineka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah
pengembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata “Identitas” dan
“Nasional”.

Dalam konteks Antropologi, menurut Parsudi Suparlan, seorang
antropolog Indonesia yang hidup dari tahun 1938-2007, identitas atau jati diri
diartikan sebagai pengenalan atau pengakuan terhadap seseorang yang termasuk
dalam suatu golongan yang dilakukan berdasarkan atas serangkaian ciri-ciri yang
merupakan suatu satuan bulat dan menyeluruh, serta menandainya sehingga ia
dapat dimasukkan dalam golongan tersebut. Sedangkan dari asal katanya,
Identitas berasal dari kata Identitu yang memiliki arti tanda-tanda, ciri-ciri atau jati
diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang
lain.

Kata Nasional sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar
yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik, seperti budaya, agama dan
bahasa, maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan.

Definisi lIdentitas Nasional secara terminologi adalah suatu ciri yang
dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut
dengan bangsa lain.

Identitas nasional bukan merupakan sesuatu yang statis dan itu berarti
identitas nasional bisa menjadi sesuatu yang dinamis sesuai dengan perkembangan

jaman, karena identitas nasional dapat berubah seiring waktu.
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Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Dikatakan bersifat buatan
karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa
sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas
nasional lahir belakangan bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan
yang memang telah dimiliki warga bangsa secara askriptif. Jadi, sebelum memiliki
identitas nasional, warga bangsa telah memiliki identitas primer yaitu identitas
kesukubangsa yang berbeda-beda.

Dengan kata lain, hakikat Identitas Nasional kita sebagai bangsa di dalam
hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang
aktualitasnya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita.

Jadi Identitas Nasional Indonesia merupakan jati diri dan jiwa bangsa serta
ciri-ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Identitas
Nasional Indonesia tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 pasal
35-36C.

Dengan adanya identitas nasional, bangsa Indonesia memiliki pandangan
hidup, kepribadian, filsafat Pancasila dan ideologi negara sehingga, mempunyai
kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara,
termasuk tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk mengatur hak dan
kewajiban warga negara, demokrasi serta Hak Asasi Manusia (HAM) yang
berkembang semakin dinamis di Indonesia.

Berikut ini adalah Identitas Nasional Indonesia :

Bahasa Nasional, Bahasa Indonesia

Bendera Negara, yaitu Merah Putih

Lagu kebangsaan, Indonesia Raya

Lambang Negara, Burung Garuda

Semboyan Negara, Bhineka Tunggal Ika

Dasar Falsafah Negara, Pancasila

Konstitusi, UUD 1945

Bentuk Negara, Kesatuan yang berkedaulatan Rakyat

Konsepsi, wawasan Nusantara

. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan Nasional.

KARAKTER IDENTITAS NASIONAL
Identitas Nasional Indonesia adalah Pancasila yang aktualitasnya tercermin

dalam berbagai penataan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti luas.
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Nilai-nilai budaya yang tercermin sebagai identitas nasional bukanlah
barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan
sesuatu yang “terbuka”, cenderung terus-menerus bersemi sejalan dengan hasrat
menuju kemajuan yang dicita-citakan bangsa Indonesia.

Bangsa sendiri memiliki 2 konsep, yaitu Cultural Unity (Identitas Suku
Bangsa) dan Political Unity (Identitas Kebangsaan).

Cultural Unity

Merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam arti
sosiologis antropologis, disatukan oleh adanya kesamaan ras, suku, agama, adat
dan budaya, keturunan dan daerah asal. ldentitas yang dimiliki oleh sebuah
cultural unity kurang lebih bersifat ascribtife (sudah ada sejak lahir), bersifat
alamiah/bawaan, primer dan etnik, hingga membuat setiap anggotanya memiliki
kesetiaan atau loyalitas pada identitasnya.

Identitas ini sering disebut sebagai identitas kelompok atau identitas primordial
yang memiliki ikatan emosional yang kuat serta melahirkan solidaritas erat.
Political Unity

Merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa-negara. Kesamaan
primordial dapat menciptakan bangsa untuk bernegara, namun dewasa ini negara
relatif homogen yang hanya terdiri dari satu bangsa tidak banyak terjadi.

Identitas kebangsaan merupakan kesepakatan dari banyak bangsa didalamnya
serta bersifat buatan, sekunder, etis dan nasional. Beberapa bentuk identitas
nasional adalah bahasa nasional, lambang nasional, semboyan nasional, bendera
nasional dan ideologi nasional.

Sebagai komitemen konstitusional yang dirumuskan oleh para pendiri
negara dalam pembukaan UUD 1945, khususnya dalam pasal 32 UUD 1945
beserta penjelasannya, yaitu : “Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul
sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia”

Sadar pentingnya mengembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa
dengan keterbukaan menerima kebudayaan asing yang bernilai positif semakin
tegas diamanatkan dalam pasal 32 UUD 1945 yang diamandemen :

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia,
menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-

nilai budaya.
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2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya
nasional.
C. SEJARAH IDENTITAS NASIONAL
Sejarah pembentukan identitas nasional tidak dapat dilepaskan dengan
perkembangan nasionalisme yang berkembang di Barat yang kemudian mengalir
sebagai sebuah semangat baru bagi bangsa-bangsa terjajah di Asia dan Afrika.
Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang
kemerdekaan bangsa, antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang
kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian dicetuskan pada sumpah
pemuda pada tahun 1928.
Perlawanan yang mulanya bersifat lokal kemudian menjadi nasional yang
terbagi dalam 2 masa, yaitu :
a. Perjuangan sebelum 1908
Perjuangan masih bersifat kedaerahan, lokal dan dilakukan oleh sejumlah kerajaan
dengan maksud menghalau penjajah dari wilayah.
b. Perjuangan setelah 1908
Mulai muncul kesadaran untuk membebaskan bangsa dari penjajah dan
mendirikan negara merdeka. Faktor-faktor yang menimbulkan kesadaran nasional
yaitu faktor dari dalam (keadaan tertindas, terbelakang dan penderitaan) dan
faktor luar (kemenangan Jepang atas Rusia dan gerakan merdeka di negara
tetangga)

Bangkitnya kesadaran bangsa ditandai dengan tumbuhnya berbagai organisasi
pergerakan, seperti : Budi Utomo, Sarikat Islam, Perhimpunan Indonesia dan
Partai Nasional Indonesia.

Oleh karena itu akar-akar nasionalisme Indonesia yang berkembang
dalam persfektif sejarah sekaligus juga merupakan unsur-unsur identitas nasional,
yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah terbentuknya

Indonesia.

D. PERAN PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam jenis
suku, bahasa dan kebudayaan serta merupakan suatu bangsa yang sangat besar.
Bangsa yang religius, humanis, pluralis, memiliki rasa kekeluargaan yang baik

dan senang bermusyawarah. Juga, memiliki karakter yang sangat baik dalam
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berbagai aspek kehidupan, baik dalam keseharian maupun kenegaraannya. Seperti
orang Indonesia yang dikenal memiliki sikap ramah, sopan dan santun terhadap
tamu, sehingga bangsa lain tidak segan untuk bertamu ke Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia, jati diri bangsa dalam bentuk kepribadian nasional
telah disepakati sejak menyatakan kemerdekaannya dan telah lahir jauh
sebelumnya. Kesepakatan itu muncul lewat pernyataan pendiri negara (founding
fathers and mothers) dengan wujud Pancasila, yang didalamnya mengandung
nilai-nilai dasar sebagai gambaran berpola bangsa Indonesia, yang erat dengan
jiwa, moral dan kepribadian bangsa.

Dirumuskannya  Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia oleh
BPUPKI pada 1 Juni 1945 semakin memperjelas keberadaan jati diri atau identitas
bangsa Indonesia yang sudah semakin tertata. Kemerdekaan pada 17 Agustus
1945 justru menjadi awal perjuangan bangsa dalam mempertahankan identitas.
Berikut beberapa peran Pancasila sebagai Identitas Nasional:

Pancasila sebagai sumber motivasi, inspirasi, pedoman berperilaku sekaligus
standar pembenarannya.

Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia
secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridornya dan bukan berarti
menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani
dan menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta. Sebagaimana terjadi di
berbagai negara di dunia, justru dalam era globalisasi dengan penuh tantangan
yang cenderung menghancurkan rasa nasionalisme, harus mampu membangkitan
kembali kesadaran nasionalisme.

Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara, pada hakikatnya bersumber
dari nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa.

Pancasila sebagai landasan sistem sosial Indonesia, yang secara langsung
memasukan  unsur-unsur pancasila di dalam sistem ekonomi, politik dan
kebudayaan Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 serta sumber
dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum, sebagaimana tertuang
dalam ketetapan MPRS No. XX/-MPRS/1966.

Pancasila sebagai pegangan hidup yang merupakan pandangan hidup bangsa yang

dalam pelaksanaan hidup sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-
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norma agama, norma-norma sopan santun dan tidak bertentangan dengan norma-
norma hukum yang berlaku.
E. UNSUR-UNSUR IDENTITAS NASIONAL
Identitas yang melekat pada Indonesia adalah sebutan sebagai negara yang
Majemuk. Kemajemukan ini merupakan perpaduan unsur-unsur yang menjadi inti
identitas, diantaranya :
a. Sejarah
Sebelum menjadi sebuah negara, Indonesia, Yyang dahulunya dikenal dengan
Nusantara pernah memiliki 2 kerajaan besar yaitu Majapahit yang berpusat di
kepulauan Jawa dan Sriwijaya yang merupakan kerajaan bahari yang berdiri di
pulau Sumatera dan membentang hingga Kamboja dan Thailand selatan.
b. Kebudayaan
Aspek hidup yang sangat mempengaruhi kualitas hidup yang meliputi akal budi,
peradaban dan pengetahuan.
c. Suku Bangsa
Golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif (ada sejak lahir). Indonesia
sendiri memiliki 1.340 suku bangsa atau etnik menurut sensus BPS tahun 2010.
Dengan suku Jawa sebagai populasi terbesar di Indonesia.
d. Agama
Pada awal kemerdekaan, Indonesia yang mengenal 5 agama dan diakui secara
konstitusi. Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha.
Namun pada era reformasi di masa pemerintahan presiden Abdurrahnman Wabhid
yang akrab disapa Gusdur, mengeluarkan Kepres No. 6/2000 yang menyatakan
“Pemerintah mencabut larangan atas agama, kepercayaan dan adat istiadat
Tionghoa”. Dan berdasarkan SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
MA/12/2006 menyatakan Pemerintah mengakui keberadaan agama Kong Hu Cu
di Indonesia. Dan hingga kini secara resmi Indonesia mengakui 6 agama.
e. Bahasa
Secara resmi Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional yang
digunakan diseluruh wilayah Indonesia. Dan menjadi bahasa pemersatu tiap
budaya yang beragam yang ada Indonesia.
Dari beberapa unsur diatas, dapat disimpulkan dan dikategorikan kedalam 3
bagian berbeda, diantaranya :

1) Identitas Fundamental, yaitu Pancasila
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2) Identitas Instrumental, yaitu UUD 1945 dan tata perundang-undangannya, Bahasa
Indonesi, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

3) Identitas Alamiah, yaitu kepulauan dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya
serta agama dan kepercayaan.

F. MEMPERTAHANKAN IDENTITAS NASIONAL

Implementasi atau penerapan tentang identitas nasional harus tercermin
pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan
kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi atau kelompok.

Berikut ini beberapa cara mempertahankan identitas nasional :

a. Mempelajari budaya asli Indonesia
b. Mencintai produk dalam negeri
c. Memupuk kesadaran untuk mengejar ketertinggalan

Sebagai warga negara dan generasi penerus, sudah sepantasnya Kita
mempertahan identitas nasional dan mengimplementasikan rasa nasionalisme kita
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan politik,
ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

G. LUNTURNYA IDENTITAS NASIONAL

Pada masa-masa ini banyak sekali paham-paham instan yang masuk ke
Indonesia, seperti liberalisme, komunisme bahkan marxisme yang semuanya
mengancam keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Selain paham-paham
tadi, pengaruh dunia yang tidak bisa dihindari oleh bangsa Indonesia dan
menyebabkan lunturnya identitas nasional adalah adanya proses globalisasi.

Efek dari adanya globalisasi bagi Indonesia salah satunya Indonesia
terjebak di tengah-tengah organisasi internasional seperti IMF, WTO dan Bank
Dunia yang semuanya menyumbang pengikisan identitas bangsa Indonesia
sebagai bangsa yang berdaulat. Selain itu semakin mudahnya budaya asing masuk
ke Indonesia maka akan mengikis budaya nenek moyang yang sudah melekat
dalam diri bangsa, maka untuk mencegahnya harus dilakukan penyaringan budaya
yang masuk dan harus sesuai dengan budaya lokal.

Lunturnya tata nilai dan identitas nasional ditandai oleh 2 faktor, yaitu :

1. Semakin menonjolnya sikap individualisme
2. Semakin menonjolnya sikap materialistis
Jika hal tersebut tidak dapat dibendung, maka akan mengganggu

ketahanan nasional di segala aspek kehidupan. Dalam kondisi seperti ini, negara

MODUL PEMBELAJARAN KWN | BAB 2



nasional akan dikuasai oleh negara transnasional yang lazimnya didasari oleh
negara-negara dengan prinsip kapitalisme.

Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antara satu
negara dengan negara lainnya menjadi semakin tinggi. Dengan demikian
munculnya kejahatan yang bersifat transnasional semakin sering terjadi. Masalah
tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini
dijunjung tinggi.

Selain globalisasi, dampak yang membahayakan juga adalah semakin
banyak budaya kita yang diklaim oleh negara lain, seperti :

Lagu Rasa Sayang Sayange — Maluku
Lagu Soleram — Riau

Tari Kuda Lumping — Jawa Timur
Tari Reog Ponorogo — Jawa Timur
Tari Pendet — Bal

Alam musik Gamelan — Jawa
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Motif Batik Parang — Yogyakarta
Jika hal seperti ini terus menerus terjadi, negara akan mengalami Krisis
Identitas Nasional dan hilangnya rasa cinta tanah air. Dan tinggal menunggu

waktu “Penjajahan” kembali akan menguasai negara kita.

Rangkuman

Identitas Nasional melambangkan dan menunjukkan karakter bangsa. Dan hal itu
harus tetap dipertahankan dan dijaga karena merupakan jati diri bangsa yang tidak
bisa dipungkiri. Karena dibangun dari unsur-unsur masyarakat lama dan dibangun
menjadi suatu kesatuan dengan prinsip nasionalisme modern. Oleh karena itu identitas
nasional Indonesia saling berhubungan erat dengan unsur-unsur yang lainnya hingga

menciptakan kesatuan yang utuh yang menjadi landasan bangsa.

Penugasan dan Umpan Balik

Obyek Garapan:

Resume Pembelajaran masing-masing pertemuan

Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:

v' Mahasiswa membuat resume perkuliahan pada saat fasilitator (dosen) memberi

materi kuliah
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v' 15 menit sebelum waktu pembelajaran selesai  mahasiswa diwajibkan 2
pertanyaaan multiple Choise

MODUL PEMBELAJARAN KWN | BAB 2



C. Kegiatan Belajar 3
1. Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Mampu menguraikan dan menjelaskan negara dan konstitusi
2. Uraian Materi
Negara
Dosen: Anita Rahmawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep
A. Pengertian Negara
Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa
kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial)
tertentu dengan mengakui adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan
keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di
wilayahnya.Organisasi negara dalam suatu wilayah bukanlah satu-satunya organisasi,
ada organisasi-organisasi lain (keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan dan organisasi
lainnya yang masing-masing memiliki kepribadian yang lepas dari masalah
kenegaraan). Secara umum negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama
yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan
mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi-organisasi
lainnya.
Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk suatu negara. Elemen-
elemen tersebut adalah:
1. Masyarakat
Masyarakat merupakan unsur terpenring dalam tatanan suatu negara.
Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam
suksesna suatu tatanan dalam pemerintahan. Pentingnya unsur rakyat dalam suatu
negara tidak hanya diperlukan dalam ilmu kenegaraan (staatsleer) tetapi perlu
juga perlu melahirkan apa yang disebut ilmu kemasyarakatan (sosiologi) suatu
ilmu pengetahuan baru yang khusus menyelidiki, mempelajari hidup
kemasyarakatan. Sosiologi merupakan ilmu penolong bagi ilmu hukum tata
negara.
2. Wilayah (teritorial)
Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya suatu wilayah. Disamping
pentingnya unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan
khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu wilayah itu masuk

suatu negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara.
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Apabila mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya hanya
berlaku bagi orang-orang yang berada di wilayahnya sendiri. Orang akan segera
sadar berada dalam suatu negara tertentu apabila melampaui batas-batas
wilayahnya setelah berhadapan dengan aparat (imigrasi negara) untuk memenuhi
berbagai kewajiban yang ditentukan.

Paul Renan (Perancis) menyatakan satu-satunya ukuran bagi suatu
masyarakat untuk menjadi suatu negara ialah keinginan bersatu (le desir de’etre
ansemble). Pada sisi lain Otto Bauer menyatakan, ukuran itu lebih diletakkan
pada keadaan khusus dari wilayah suatu negara.

3. Pemerintahan

Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan
memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk
suatu negara dan berada dalam wilayah negara.

Ada empat macam teori mengenai suatu kedaulatan, yaitu teori kedaulatan

Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.

1. Teori kedaulatan Tuhan (Gods souvereiniteit)
Teori kedaulatan Tuhan (Gods souvereiniteit) meyatakan atau menganggap
kekuasaan pemerintah suatu negara diberikan oleh Tuhan. Misalnya kerajaan
Belanda, Raja atau ratu secara resmi menamakan dirinya Raja atas kehendak
Tuhan “bij de Gratie Gods”, atau Ethiopia (Raja Haile Selasi) dinamakan “Singa
Penakluk dari suku Yuda yang terpilih Tuhan menjadi Raja di Ethiopia”.

2. Teori kedaulatan Negara (Staats souvereiniteit)
Teori kedaulatan Negara (Staats souvereiniteit)menganggap sebagai suatu axioma
yang tidak dapat dibantah, artinya dalam suatu wilayah negara, negaralah yang
berdaulat. Inilah inti pokok dari semua kekuasaan yang ada dalam wilayah suatu
negara. Otto Mayer (dalam buku Deutsches Verwaltungsrecht) menyatakan
“kemauvan negara adalah memiliki kekuasaan kekerasan menurut kehendak
alam”. Sementara itu Jellinek dalam buku Algemeine Staatslehre menyatakan
kedaulatan negara sebagai pokok pangkal kekuasaan yang tidak diperoleh dari
siapapun. Pemerintah adalah “alat negara”.

3. Teori kedaulatan hukum (Rechts souvereiniteit)
Teori kedaulatan hukum (Rechts souvereiniteit) menyatakan semua kekuasaan
dalam negara berdasar atas hukum. Pelopor teori ini adalah H. Krabbe dalam
buku Die Moderne Staats Idee.
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4. Teori Kedaulatan Rakyat (Volks aouvereiniteit),

Teori Kedaulatan Rakyat (Volks aouvereiniteit), semua kekuasaan dalam suatu

negara didasarkan pada kekuasaan rakyat (bersama). J.J. Rousseau (Perancis)

menyatakan apa yang dikenal dengan “kontrak sosial”, suatu perjanjian antara

seluruh rakyat yang menyetujui Pemerintah mempunyai kekuasaan dalam suatu

negara.

Di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan, 3 unsur negara menjadi 4

bahkan 5 yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan, UUD (Konstitusi) dan pengakuan

Internasional (secara de facto maupun de jure.

B. Unsur dan Sifat Negara

Unsur-unsur terbentuknya Negara ada 2, yaitu:

1. Unsur Konstitutif Negara

Unsur Konstitutif Negara adalah unsur yang menentukan ada tidaknya suatu

Negara, seperti:

a)

b)

d)

Rakyat

Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu Negara atau
menjadi penghuni Negara, meliputi:

Penduduk

Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal tetap atau berdomisili tetap
di dalam wilayah Negara (menetap).

Bukan Penduduk

Bukan Penduduk adalah mereka yang berada di dalam wilayah Negara, tetapi
tidak bermaksud bertempat tinggal di Negara itu.Misalnya : Wisata Asing
yang sedang melakukan perjalanan wisata

Warga Negara

Warga Negara adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota
dari Negara (menurut undang-undang diakui sebagai warga negara).

Bukan Warga Negara

Bukan Warga Negara adalah mereka yang mengakui Negara lain sebagai
negaranya

Wilayah

Wilayah adalah bagian tertentu dari permukaan bumi dimana penduduk suatu
Negara bertempat tinggal secara tetap. Wilayah suatu Negara meliputi:

wilayah daratan, lautan, dan udara.
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e Daratan
Batas wilayah darat suatu Negara biasanya ditentukan dengan
perjanjian antara suatu Negara dengan Negara lain dalam bentuk
traktat. Perbatasan antara Negara dapat berupa:
» Batas alam, misalnya: sungai, danau, pegunungan, atau lembah.
» Batas buatan, misalnya: pagar tembok, pagar kawat berduri
» Batas menurut geofisika, misalnya: lintang utara/selatan, bujur
timur/barat.
e Lautan
Menurut Konferensi Hukum Laut internasional 111 pada 10 Desember
1982 yang diselenggrakan oleh PBB di Montego Bay, Jamaica,
menghasilkan batas wilayah Negara sebagai berikut:
» Laut Teritorial
Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut territorial selebar 12
mil laut, yang diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari
garis dasar (base line) garis pantai kearah laut bebas.
e Zona Bersebelahan
Zona bersebelahan merupakan batas laut selebar 12 mil laut dari garis
batas laut territorial atau batas laut selebar 24 mil laut dari garis dasar.
» Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Zona Ekonomi Eksklusif merupakan batas lautan suatu negara
pantai lebarnya 200 mil laut dari garis dasar..Dalam batas ini,
negara pantai berhak menggali kekayaan alam yang ada dan
menangkap para nelayan asing yang kedapatan sedang melakukan
penangkapan ikan.
» Landas Benua
Landas benua adalah wilayah daratan negara pantai yang
berada di bawah lautan di laut ZEE, selebar lebih kurang 200
mil di lautan bebas.
» Landas Kontinen
Landas kontinen merupakan daratan yang berada di bawah

permukaan air di luar laut territorial sampai kedalaman 200 m.
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Bagi negara pantai, landas kontinen dinyatakan sebagai bagian
yang tak terpisahkan dari wilayah daratan.

e Udara
Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan wilayah
lautan Negara itu. Pembatasan wilayah suatu negara sangat penting
sekali karena menyangkut pelaksanaan kedaulatan suatu negara dalam
segala bentuk, seperti hal-hal berikut :

» Berkuasa penuh terhadap kekayaan yang ada di dalamnya.
> Berkuasa mengusir orang-orang yang bukan warga negaranya
dalam wilayah tersebut bila tidak memiliki izin dari negara itu.
g) Pemerintah Yang Berdaulat.
Pemerintah yang berdaulat mempunyai kekuasaan sebagai berikut :

e Kedaulatan ke dalam, artinya wibawa, berwenang menentukan dan
menegakkan hukum atas warga dan wilayah negaranya.

e Kedaulatan keluar adalah mempunyai kedudukan yang sederajat
dengan negara lain, sehingga bebas untuk menentukan hubungan
diplomatik dengan negara lain.

» Pemerintah
Suatu Negara memiliki pemerintah, yaitu suatu organisasi yang
berwenang untuk memutuskan dan memerintah seluruh warga
Negara di dalam wilayahnya.
» Kedaulatan
Suatu Negara meilikii kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi untuk
membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua
cara yang tersedia untuk mengatur kehidupan warganya.
2. Unsur Deklaratif Negara
Pengakuan dari Negara-negara lain merupakan unsure deklaratif Negara.Unsur ini
bersifat menerangkan saja tentang adanaya Negara.
Makna pengakuan dari negara lain adalah untuk menjamin suatu negara baru
dapat menduduki tempat yang sejajar sebagai suatu organisasi politik yang
merdeka dan berdaulat di tengan keluarga bangsa-bangsa.

Ada dua pengakuan :
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a) Pengakuan de facto adalah atas fakta adanya negara.Pengakuan itu
berdasarkan kenyataan bahwa satu komunitas politik telah terbentuk dan
memenuhi ketiga unsur konstituf negara, yaitu wilayah, rakyat dan pemerintah
yang berdaulat.

b) Pengakuan de jure adalah pengakuan bahwa keberadaan suatu negara itu sah
menurut hukum internasional.

C. Sifat-sifat Negara

Menurut Miriam Budiardjo, pada umumnya setiap Negara memepunyai sifat

seperti :

1. Sifat memaksa artinya Negara mempunyai kekuasaan untuk memakai
kekerasan, agar peraturan perundang-undangan ditaati dengan demikian
penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarkhi dicegah.
Misalnya : setiap warga Negara harus membayar pajak dan orang yang
menghindarinya akan dikenakan denda.

2. Sifat monopoli artinya Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan
bersama dari masyarakat atau untuk mencapai cita-cita Negara. Misalnya :
aliran kepercayaan atau aliran politik dilarang bertentangan dengan tujuan
masyarakat.

3. Mencakup semua artinya semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk
semua orang tanpa terkecuali. Misal : keharusan membayar pajak.

D. Bentuk-bentuk Negara

Bentuk Negara ada 2, yaitu:

1. Bentuk Negara Kesatuan adalah suatu negara merdeka dan berdaulat yang
memiliki pemerintah pusat dan berkuasa mengatur seluruh wilayah.

Ciri-ciri :

a) Mempunyai 1 UUD

b) Mempunyai 1 presiden

c) Hanya pusat yang berhak membuat UU

Untuk memerintah daerah, dibagi 2 sistem, yaitu:

a) Sentralisasi, bila semua urusan diatur dan diurus pusat.

b) Desentralisasi, pemda diberi kekuasaan mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri (hak otonomi)

2. Bentuk Serikat (Federasi)
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disebut gabungan, suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang
tidak berdaulat. Kedaulatan tetap dipegang oleh pusat.
Ciri-ciri :
a) Tiap negara bag punya 1 UUD, 1 lembaga legisltif.
b) Masing-masing negara bagian masih memegang kedaulatan ke dalam,
kedaulatan keluar dipegang pusat.
c) Aturan yang dibuat pusat tidak Igs bisa dilaksanakan daerah, harus dengan
persetujuan parlemen negara bagian.
E. Fungsi dan Tujuan Negara
Fungsi Negara ada 4, yaitu:
1. Fungsi Pertahanan dan Keamanan (Hankam)
Negara harus dapat melindungi rakyat, wilayah serta pemerintahan dari
ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang berasal dari dalam

maupun dari luar.

2. Fungsi Keadilan
Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur
kepentingan tertentu. Setiap warga negara harus dipandang sama di depan
hukum.

3. Fungsi Pengaturan dan Ketertiban
Negara harus mempunyai peraturan (UU) dan peraturan-peraturan lainnya
untuk menjalankannya agar terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat,
berbangsa dan bernegara.

4. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran
Negara harus mengeksplorasi sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan rakyat

guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

3. Rangkuman
Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok
manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu
dengan mengakui adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan

keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.
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4. Penugasan dan Umpan Balik
Obyek Garapan:
Resume Pembelajaran masing-masing pertemuan
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:
v Mahasiswa membuat resume perkuliahan pada saat fasilitator (dosen) memberi
materi kuliah
v' 15 menit sebelum waktu pembelajaran selesai  mahasiswa diwajibkan 2

pertanyaaan multiple Choise
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D. Kegiatan Belajar 4
1. Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Mampu menguraikan dan menjelaskan Hak dan Kewajiban Warga negara
2. Uraian Materi
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Dosen: Anita Rahmawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep
A. Penentuan Warga Negara Indonesia

Setiap negara berdaulat untuk berwenang dalam menentukan siapa-siapa
saja yang menjadi warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang,
dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas
kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Dalam penentuan kewarganegaraan
didasarkan kepada sisi kelahiran yang dikenal dua asas, yaitu asas ius soli dan ius
sanguinis. lus artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinya
negari atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguinis yang artinya darah. Asas
ius soli adalah asas yang menyatakan bahawa kewarganegaraan seseorang
ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan. asas ius sanguinis adalah
asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan
beradasarkan keturunan dari orang tersebut.

Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan
pada aspek perkawinan yang mencakup atas asas kesatuan hukum dan asas
persamaan derajat. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami
istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat.
Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan
suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan.
Berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah
sama dan satu.

Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak
menyebabkan perubahan status kewarganegaaraan suami atau istri. Keduanya
memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan. Jadi,
mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya ketika belum berkeluarga.
Negara memiliki wewenang untuk menentukan warga negara sesuai dengan asas
yang dianut negara tersebut. Dengan adanya kedaulatan ini, pada dasarnya suatu
negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara
lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu
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negara. Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat
menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas
problem kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan bipatride. Appatride
adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bipatride
adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda (rangkap
dua). Bahkan dapat muncul multipatride, yaitu istilah untuk orang-orang yang
memiliki kewarganegaraan yang banyak (lebih dari 2). Negara Indonesia telah
menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan tersebut
tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut :

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga Negara.

2. Penduduk ialah waraga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat
tinggal di Indonesia.

3.Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
Beradasarkan hal diatas , kita mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi
warga negara Indonesia adalah :

a. Orang-orang bangsa Indonesia asli.
b. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi
warga negara.

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang warga negara adalah
Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan . Dalam Undang-
Undang dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga
diperoleh melalui pewarganegaraan. Permohonan pewarganegaraan dapat
diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Telah berusia 18(delapan belas) tahun atau sudah kawin.

2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah
negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima)tahun berturut-turut atau
paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

3. Sehat jasmani dan rohani.

4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.

6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi
kewarganegaraan ganda.

7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.

8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas Negara.

. Pengertian Hak dan Kewajiban

Dalam konteks kata, hak dan kewajiban mengandung 2 kata, yaitu hak dan
kewajiban. Dari masing-masing kata tersebut tentunya mempunyai arti tersendiri.
Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan
suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan
tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat
dituntut secara paksa olehnya. Menurut pengertian tersebut individu maupun
kelompok ataupun elemen lainnya jika menerima hak hendaknya dilakukan sesuai
dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain jadi
harus pihak yang menerimannya yang melakukan itu. Dari pengertian yang lain
hak bisa berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya
tergantung kepada kita sendiri contohnya hak mendapatkan pengajaran. Dalam
hak mendapatkan pengajaran ini adalah tergantung dari diri kita sendiri, kalau
memang menganggap bahwa pengajaran itu penting bagi kita pasti kita senantiasa
akan belajar atau sekolah atau mungkin kuliah. Tapi kalau ada yang menganggap
itu tidak penting pasti tidak akan melakukan hal itu.

Kata yang kedua adalah kewajiban , kewajiban berasal dari kata wajib.
Menurut Prof. Dr. Notonegoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu
yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat
oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh
yang berkepentingan. Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus
dilakukan. Disini kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun itu jika
merupakan kewajiban kita harus melaksaakannya tanpa ada alasan apapun itu.
Dari pengertian yang lain kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan
penuh rasa tanggung jawab. Wujud hubungan antara warga negara dengan negara

adalah pada umumnya adalah berupa peranan(role). Peranan pada dasarnya adalah
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tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai
warga Negara.
C. Asas-asas Kewarganegaraan
Dalam asas kewarganegaraan UU nomor 12 tahun 2006, dikenal dua
pedoman yaitu: (1) asas kewarganegaraan umum dan (2) asas kewarganegaraan
Khusus.
1. Asas Kewarganegaraan Umum
1) Asas kelahiran (lus Soli)
lus soli berasal dari bahasa lain; ius berarti hukum atau pedoman, sedangkan
soli dari dari kata solum yang beraarti negeri, tanah atau daerah. Jadi ius soli
adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah
kelahirann seseorang dapat menjadi warga negara dimana ia
dilahirkan,contoh Jepang dan Amerika Serikat.
2) Asas keturunan (lus Sanguinis)
lus Sanguinis juga berasal dari bahasa latin, ius berarti hukum atau
pedoman, sedangkan sanguinis dari kata sanguis darah atau keturunan. Jadi,
ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan.
3) Asas Kewarganegaraan Tunggal
Asas ini adalah asas yang menentukan satu kewargaan bagi setiap orang.
Setiap orang tidak dapat menjadi warga negara ganda atau lebih dari satu.
4) Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas
Asas ini adaah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda (lebih dari
satu waga negara) bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam UU. Pada saat anak-anak ini telah mencapai 18 tahun, maka harus
menentukan saah satu kewarganegaraannya.
2. Asas Kewarganegaraan Khusus
1) Asas Kepentingan Nasional
Adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan
mengutamakan kepentingan Indonesia.
2) Asas Perlindungan Maksimum
Adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan
perlindungan .

3) Asas persamaan didalam hukum dan pemerintahan
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Adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia
mendapatkan perakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan.

4) Asas kebenaran substantif
Adalah asas dimana prosedur kewarganegaraan seseorang disertai substansi
dan syarat-syarat permohonan.

Status kewarganegaraan seseorang akan muncul apabila asas
kewarganegaraan tersebut diatas diterapkan secara tegas dalam sebuah negara,
sehingga mengakibatkan terjadinya beberapa kemungkinan berikut ini:

a. Apatride adalah sesorang yang tidak memiliki status kewarganegaan. Hal ini
disebabkan karena orang tersebut lahir di negara yang menganut asas ius
sanguinis.

b. Bipatride adalah sesorang yang memiliki dua kewarganegaraan.

c. Multipatride sesorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan,

yaitu seorang (penduduk) yang tinggal diperbatasan antara dua negara.

1. Unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan
Dalam  menentukan  kewarganegaraan setiap  negara
memberlakukan aturan yang berbeda, namun secara umum terdapat tiga
unsur yang seringkali digunakan oleh negara — negara di dunia antara lain:
a. Unsur darah keturunan (ius Sanguinis)
Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan
kewarganegaraan seseorang, prinsip ini berlaku diantaranya di Inggris,
Amerika, Perancis, Jepang dan Indonesia.
b. Unsur daerah tempat kelahiran (lus Soli)
Daerah tempat sesorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan
prinsip ini berlaku di Amerika, Inggris, dan Indonesia, terkecuali di
Jepang.
c. Unsur pewarganegaraan (Naturalisasi)
Syarat-syarat atau prosedur kewarganegaraan disesuaikan menurut
kebutuhan yang dibawakan oeh kondisi dan situasi negara masing-
masing.
D. Hak dan Kewajiban Warga Negara
Setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban
merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan
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karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap warga negara memiliki hak dan
kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya
banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani
kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih
banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat
itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk
memikirkan orang lain. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan
antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi
kesenjangan sosial yang berkepanjangan (Anonim, 2012).

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang
menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya,
syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa
warga Negara Indonesia bersifat demokratis. Adapun hak dan kewajiban warga

Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

Hak Warga Negara Indonesia :

a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat
2).

b. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk
hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

c. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang sah (pasal 28B ayat 1).

d. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang”.

e. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya
dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup
manusia. (pasal 28C ayat 1).

f. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).

g. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
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h. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku.

i. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi
: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya.

J. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara”.

k. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan
- Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain.

I. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 28] ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,

setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam
suatu masyarakat demokratis.”

m. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat
(1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

n. dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia :

a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi
. segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya.

b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
upaya pembelaan negara”.

¢. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan
. Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain.
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d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 28] ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

e. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat
(1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan
cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu
hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak
dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan
yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan
masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan
pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena
para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita
karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada
memikirkan rakyat.

Sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan
haknya.Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus
bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-
hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban Kita sebagai rakyat Indonesia. Sejumlah
sifat dan karakter warga negara yang bertanggung jawab dan mandiri adalah
sebagai berikut :

1. Memiliki rasa hormat dan bertanggung jawab, sifat ini adalah sikap dan
perilaku sopan santun, ramah tamah dan melaksanakan semua tugas dan
fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bersikap kritis, sikap ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan
fakta yang valid (sah) serta argumentasi yang akurat

3. Melakukan diskusi dan dialog, sifat ini adalah sikap dan perilaku dalam

menyelesaikan masalah (problem solving) hendaknya dilakukan dengan pola
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diskusi dan dialog untuk mencari kesamaan pemikiran terhadap penyelesaian
masalah yang dihadapi
4. Bersifat terbuka, sifat ini adalah sikap dan perilaku yang transpran serta
terbuka, sejauh masalah tersebut tidak bersifat rahasia.
5. Rasional, sifat ini adalah pola dan perilaku yang berdasarkan rasio atau akal
pikiran yang sehat.
6. Adil, sifat ini adalah sikap dan perilaku menghormati persamaan derajat dan
martabat kemanusiaan.
7. Jujur, sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang
sah dan akurat.
8. Karakteristik warga negara yang mandiri meliputi :
» Memiliki kemandirian
» Memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga
Negara
» Menghormati martabat manusia dan kehormatan pribadi
» Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap
yang santun

» Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat

3. Rangkuman
Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban
warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang
semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat
dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara
paksa olehnya. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa
tanggung jawab. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan
kewajiban warga Negara Indonesia tersebut ditentukan dalam UUD 1945. Hak dan
kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban harus
berjalan selaras sehingga dapat mewujudkan warga Negara yang bertanggung jawab

dan mandiri di dalam Negara.

4. Penugasan dan Umpan Balik
Obyek Garapan:

Resume Pembelajaran masing-masing pertemuan
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Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:
v" Mahasiswa membuat resume perkuliahan pada saat fasilitator (dosen) memberi

materi kuliah
v' 15 menit sebelum waktu pembelajaran selesai  mahasiswa diwajibkan 2

pertanyaaan multiple Choise
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E. Kegiatan Belajar 5
1. Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Kemampuan menguraikan dan menjelaskan Demokrasi indonesia
2. Uraian Materi
Demokrasi Indonesia
Dosen: Anita Rahmawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep
A. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demokratia”
yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, kratos/kratein yang berarti
kekuatan/ pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu
bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Melalui
konteks budaya demokrasi, nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi panutan dapat
diterapkan dalam praktik kehidupan demokratis yang tidak hanya dalam pengertian
politik saja, tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan. Mohammad Hatta sebagai
Wakil Presiden Republik Indonesia, menyebut demokrasi sebagai sebuah pergeseran
dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat.

Istilah -istilah demokrasi tersebut banyak dikaji oleh para ahli. Meskipun
terdapat perbedaan, namun pada dasarnya pandangan-pandangan para ahli itu
mempunyai kesamaan prinsip.

B. Macam — Macam Demokrasi
a. Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat

1) Demokrasi langsung (direct democracy) yaitu rakyat secara langsung
dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan.

2) Demokrasi perwakilan atau tidak langsung (representative democracy)
yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di
lembaga perwakilan rakyat (parlemen).

3) Demokrasi sistem referendum, yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang
duduk di parlemen tetapi dalam melaksanakan tgasnya, parlemen
dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum.

b. Dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut

1) Demokrasi liberal, yaitu paham demokrasi dengan menitikberatkan pada

ideologi liberalis yang cenderung pada kebebasan individu atau

perseorangan.
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2) Demokrasi rakyatatau proletariat (komunis), yaitu demokrasi yang
cenderung kepada kepentingan umum (dalam hal negara ini) sehingga
hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan.

3) Demokrasi pancasila, merupakan ciri khusus demokrasi yang tidak hanya
mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial,
budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

c. Dilihat dari perkembanga paham

1)  Demokrasi kalsik, yaitu paham demokrasi yang menitikberatkan pada
pengertian politik kekuasaan atau politik pemerintahan negara.

2)  Demokrasi modern, yaitu paham demokrasi yang tidak hanya mencakup
bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya dan
menwujudkan kesejahteraan rakyat.

d. Dilihat dari hubungan antara pemerintahan dengan rakyat

1) Demokrasi liberal, dalam demokrasi ini pemerintah dibatsi oleh undang-
undang dan pemilihan umum yang bebas diselenggarakan dalam waktu
yang tetap.

2) Demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi ini terdapat keyakinan para
pemimpin bahwa semua tindakan mereka dipercaya oleh rakyat, tetapi
menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasan.

3) Demokrasi sosial. Demokrasi ini menaruh kepeduliannya kepada keadaan
sosial dan egalitarianisme (paham persamaan) bagi persyaratan untuk
memperoleh kepercayaan politik.

4) Demokrasi partisipasi. Demokrasi yang menekankan hubungan timbal
balik antara penguasa atau pemimpin dengan yang dipimpin.

5) Demokrasi konstitusional. Demokrasi yang menekankan pada proteksi
khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja sama
yang erat diantara elite yang mewakili bagian budaya umum.

C. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila
a.Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
b.Keseimbangan antara hak dan dan kewajiban.
c.Kebebasan yang bertanggung jawab.
d.Mewujudkan rasa keadilan sosial.
e.Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.

f. Mengutamakan keputusan dengan musyawarah mufakat.
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g.-Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
D. Ciri-Ciri Pemerintahan Demokratis
Setiap bentuk pemerintahan pastilah memiliki ciri-ciri. Bagaimana ciri-ciri
pemerintahan Demokrasi?
1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan
politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga
perwakilan rakyat.
E. Sejarah Demokrasi di Indonesia

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17
Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (the Founding Fathers) melalui UUD
1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara
Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) menganut paham atau
ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat
dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan
demikian berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham
Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy).

Penetapan paham demokrasi sebagai tataan pengaturan hubungan antara rakyat
disatu pihak dengan negara dilain pihak oleh Para Pendiri Negara Indonesia yang
duduk di BPUPKI tersebut, kiranya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa
sebahagian terbesarnya pernah mengecap pendidikan Barat, baik mengikutinya secara
langsung di negara-negara Eropah Barat (khususnya Belanda), maupun mengikutinya
melalui pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh
pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia sejak beberapa dasawarsa sebelumnya,
sehingga telah cukup akrab dengan ajaran demokrasi yang berkembang di negara-
negara Eropah Barat dan Amerika Serikat. Tambahan lagi suasana pada saat itu
(Agustus 1945) negara-negara penganut ajaran demokrasi telah keluar sebagai
pemenang Perang Dunia-II.

Didalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga
saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri
dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya.
Sejalan dengan diberlakukannya UUD Sementara 1950 (UUDS 1950) Indonesia
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mempraktekkan model Demokrasi Parlemeter Murni (atau dinamakan juga
Demokrasi Liberal), yang diwarnai dengan cerita sedih yang panjang tentang
instabilitas pemerintahan (eksekutif = Kabinet) dan nyaris berujung pada konflik
ideologi di Konstituante pada bulan Juni-Juli 1959.

Guna mengatasi konflik yang berpotensi mencerai-beraikan NKRI tersebut di
atas, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Ir.Soekarno mengeluarkan Dekrit
Presiden yang memberlakukan kembali UUD 1945, dan sejak itu pula diterapkan
model Demokrasi Terpimpin yang diklaim sesuai dengan ideologi Negara Pancasila
dan paham Integralistik yang mengajarkan tentang kesatuan antara rakyat dan negara.

Namun belum berlangsung lama, yaitu hanya sekitar 6 s/d 8 tahun
dilaksanakan-nya Demokrasi Terpimpin, kehidupan kenegaraan kembali terancam
akibat konflik politik dan ideologi yang berujung pada peristiwa G.30.S/PKI pada
tanggal 30 September 1965, dan turunnya Ir. Soekarno dari jabatan Presiden RI pada
tanggal 11 Maret 1968.

Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden ke-2 RI
dan menerapkan model Demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan Demokrasi
Pancasila (Orba), untuk menegaskan klaim bahwasanya model demokrasi inilah yang
sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila.

Demokrasi Pancasila (Orba) berhasil bertahan relatif cukup lama dibandingkan
dengan model-model demokrasi lainnya yang pernah diterapkan sebelumnya, yaitu
sekitar 30 tahun, tetapi akhirnyapun ditutup dengan cerita sedih dengan lengsernya
Jenderal Soeharto dari jabatan Presiden pada tanggal 23 Mei 1998, dan meninggalkan
kehidupan kenegaraan yang tidak stabil dan krisis disegala aspeknya.

Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya
Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru,
sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek
kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini
berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena
dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde
Baru.

Amandemen UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara,
khususnya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat

hubungan antar lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan
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terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksana-kan dibandingkan
dengan model Demokrasi Pancasila di era Orde Baru.

Model Demokrasi pasca Reformasi (atau untuk keperluan tulisan ini dinamakan
saja sebagai Demokrasi Reformasi, karena memang belum ada kesepakatan mengenai
namanya) yang telah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir ini, nampaknya
belum menunjukkan tanda-tanda kemampuannya untuk mengarah-kan tatanan
kehidupan kenegaraan yang stabil (ajeq), sekalipun lembaga-lembaga negara yang
utama, yaitu lembaga eksekutif (Presiden/Wakil Presiden) dan lembaga-lembaga
legislatif (DPR dan DPD) telah terbentuk melalui pemilihan umum langsung yang
memenuhi persyaratan sebagai mekanisme demokrasi.

F. Proses demokrasi di Indonesia
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode, yaitu:
1) Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 — 1950 ).

Tahun 1945 — 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda
yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum
berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada
awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4
Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk
menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh
KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang
absolut pemerintah mengeluarkan :

« Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah
menjadi lembaga legislatif.
« Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai
Politik.
« Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem
pemerintahn presidensil menjadi parlementer
2) Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama
a) Masa demokrasi Liberal 1950 — 1959
Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang
atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif.
Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan

berkembangnya partai-partai politik.
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Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal
disebabkan :
»  Dominannya partai politik
» Landasan sosial ekonomi yang masih lemah
«  Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950
Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli
1959 :
»  Bubarkan konstituante
+  Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950
*  Pembentukan MPRS dan DPAS
b) Masa demokrasi Terpimpin 1959 — 1966
Pengertian demokrasi terpimpin  menurut Tap MPRS No.
VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk
mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang
progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:
1. Dominasi Presiden
2. Terbatasnya peran partai politik
Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:
1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang
dipenjarakan
2. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan
presiden membentuk DPRGR
Jaminan HAM lemah
Terjadi sentralisasi kekuasaan

Terbatasnya peranan pers

o vk~ w

Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)

Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.
c) Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 — 1998

Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat

Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan

UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Awal Orde baru memberi harapan

baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, 11, IV, V

dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun
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1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian perjalanan
demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal.
d) Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 — sekarang
Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya
adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan
penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak
demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi
negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang
mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas
antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR —
MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta
terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain.
Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang
demokratis antara lain:
1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok
reformasi
2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang
Referandum
3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang
bebas dari KKN
4. Tap MPR RI No. XI1I/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan
Presiden dan Wakil Presiden RI
5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, I1I, IV

3. Rangkuman
Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang
terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, kratos/kratein yang berarti
kekuatan/ pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu

bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya.

4. Penugasan dan Umpan Balik
Tujuan Tugas: Mengidentifikasi Menjelaskan tentang Materi terkait

1.Uraian Tugas:
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a. Obyek garapan: Makalah IImiah Judul pada TM yang dimaksud
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:
v Membuat makalah tentang materi terkait pada masing-masing Materi yang
disebutkan
v Membuat PPT
v Presentasi Makalah
c.Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: Makalah lImiah pada sistem
terkait
d. Metode Penulisan
Substansi
Halaman Judul
Daftar Isi
Bab 1 Pendahuluan
(1.1 Latar belakang, 1.2 Tujuan Penulisan)
Bab 2 Tinjauan Pustaka
(2.1 Dst...Berisikan Materi terkait)
Bab 3 Penutup
(3.1 Kesimpulan, 3.2 Saran)
Daftar Pustaka
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F. Kegiatan Belajar 6

1. Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Kemampuan menguraikan dan menjelaskan negara dan konstitusi

2. Uraian Materi

Konstitusi
Dosen: Anita Rahmawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep

A. HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN PANCASILA

Inti Pembukaan UUD 1945 terdapat pada alinea IV, sebab segala aspek

penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila terdapat disana.

Oleh karena itu, dalam Pembukaan UUD 1945 secara formal yuridis Pancasila

ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Rl. Maka hubungan Pembukaan UUD 1945

dengan Pancasila bersifat timbal-balik sebagai berikut:

Hubungan Secara Formal :

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Rl adalah seperti yang tercantum
dalam Pembukaan UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 dalam pengertian ilmiah merupakan Pokok Kaidah
Negara yang Fundamental, dan dalam tertib hukum Indonesia mempunyai 2
kedudukan :

Sebagai dasarnya, karena memberikan faktor-faktor mutlak bagi tertib hukum
Indonesia.

Menempatkan diri sebagai tertib hukum tertinggi.

Selain sebagai Mukadimah dari UUD 1945 yang tidak dapat dipisahkan,
Pembukaan UUD 1945 memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda dengan
pasal-pasalnya. Karena Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila
tidak tergantung pada batang tubuh, justru merupakan sumbernya.

Pancasila yang hakikat, sifat, kedudukan dan fungsinya sebagai Pokok Kaedah
Negara yang Fundamental, menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan
hidup Negara RI.

Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang
kuat, tetap dan tidak dapat dirubah, serta terlekat pada kelangsungan hidup

negara.

Hubungan Secara Material :

1) Secara kronologis, materi Pancasila dirumuskan lebih dahulu sebagai Dasar

Negara dalam rapat BPUPKI, disusul Pembukaan UUD 1945.
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2) Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum yang tertinggi, sementara
Pancasila adalah sumber tertib hukum Indonesia.

3) Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaedah Negara yang
fundamental, tapi yang secara material menjadi inti sari pokok kaedah
negara fundamental tersebut adalah Pancasila.

B. PENJABARAN PANCASILA DALAM BATANG TUBUH UUD NRI
TAHUN 1945
Pembukaan UUD NKRI tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang
meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia.

Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh

bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu

Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang

dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD NRI tahun 1945.
Hubungan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang memuat Pancasila dengan

batang tubuh UUD NRI tahun 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal

mengandung pengertian Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan penyebab
keberadaan batang tubuh UUD NRI tahun 1945, sedangkan hubungan organis
berarti Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran

Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang

tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah

menjadi hukum positif. Sesuai dengan Penjelasan UUD NRI tahun 1945.
Pembukaan mengandung empat pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan

dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pokok pikiran pertama berintikan ‘Persatuan’, yaitu; “negara melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar
atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”.

2) Pokok pikiran kedua berintikan ‘Keadilan sosial’, yaitu; “negara hendak
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”.

3) Pokok pikiran ketiga berintikan ‘Kedaulatan rakyat’, yaitu; “negara yang
berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan

perwakilan”.
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4) Pokok pikiran keempat berintikan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, yaitu; “negara
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab’.

Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan
diterima dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu negara yang melindungi
bangsa Indonesia seluruhnya. Negara, menurut pokok pikiran pertama ini,
mengatasi paham golongan dan segala paham perorangan. Demikian pentingnya
pokok pikiran ini maka persatuan merupakan dasar negara yang utama. Oleh karena
itu, penyelenggara negara dan setiap warga Negara wajib mengutamakan
kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan.

Pokok pikiran kedua merupakan causa finalis dalam Pembukaan UUD NRI
tahun 1945 yang menegaskan tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai.
Melalui pokok pikiran ini, dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang harus
dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar sehingga tujuan atau cita-cita dapat
dicapai dengan berdasar kepada pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Hal ini
menunjukkan bahwa pokok pikiran keadilan sosial merupakan tujuan negara yang
didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan
kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa
sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas
kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Menurut Bakry (2010: 209),
aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Kedaulatan rakyat dalam pokok
pikiran ini merupakan sistem negara yang menegaskan kedaulatan sebagai berada
di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR).

Pokok pikiran keempat menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang
Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain
penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan
memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga
mengandung pengertian tagwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran
kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga mengandung maksud menjunjung

tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur.
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Pokok pikiran keempat Pembukaan UUD NKRI tahun 1945 merupakan asas moral

bangsa dan negara (Bakry, 2010: 210).

MPR RI telah melakukan amandemen UUD NKRI tahun 1945 sebanyak empat
kali yang secara berturut-turut terjadi pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9
November 2001, dan 10 Agustus 2002. Menurut Rindjin (2012: 245-246),
keseluruhan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 yang telah mengalami amandemen
dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara.

2) Pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya yang
meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan

kesejahteraan sosial.

3) Pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara,
bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan UUD, aturan
peralihan, dan aturan tambahan.

Berdasarkan hasil-hasil amandemen dan pengelompokan keseluruhan batang
tubuh UUD NRI tahun 1945. Berikut disampaikan beberapa contoh penjabaran
Pancasila ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 :

a. Sistem Pemerintahan Negara dan Kelembagaan Negara

1) Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum.

Negara hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakkan supremasi

hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang

tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel). Berdasarkan prinsip negara hukum,

penyelenggara negara tidak saja bertindak sesuai dengan hukum tertulis dalam

menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan, namun juga bermuara

pada upaya mencapai kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan
perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia.

2) Pasal 3 Ayat (1): Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan
menetapkan Undang- Undang Dasar; Ayat (2): Majelis Permusyawaratan
Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; Ayat (3): Majelis
Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang- Undang Dasar.

Wewenang atau kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) di atas menunjukkan

secara jelas bahwa MPR bukan merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia
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dan lembaga negara tertinggi. Ketentuan yang terkait dengan wewenang atau
kekuasaan MPR tersebut juga menunjukkan bahwa dalam ketatanegaraan
Indonesia dianut sistem horizontal-fungsional dengan prinsip saling
mengimbangi dan saling mengawasi antarlembaga negara.
b. Hubungan Antara Negara dan Penduduknya yang Meliputi Warga Negara,
Agama, Pertahanan Negara, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial.

1) Pasal 26 Ayat (2): Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang

bertempat tinggal di Indonesia.

Orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum
sebagai penduduk Indonesia. Sebagai penduduk, maka pada diri orang asing itu
melekat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku (berdasarkan prinsip yuridiksi teritorial)
sekaligus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang
berlaku umum (general international law).

2) Pasal 27 Ayat (3): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara.

Pasal 27 ayat (3) tersebut bermaksud untuk memperteguh konsep yang dianut
bangsa dan Negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yaitu bahwa upaya
pembelaan negara bukan monopoli TNI, namun juga merupakan hak sekaligus
kewajiban setiap warga negara.

3) Pasal 29 Ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.

Pasal 29 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa negara menjamin salah satu
hak manusia yang paling asasi, yaitu kebebasan beragama. Kebebasan beragama
bukanlah pemberian negara atau golongan tetapi bersumber pada martabat manusia
sebagai ciptaan Tuhan.

4) Pasal 31 Ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya; ayat (3): Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan
dan ketagwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pendidikan dasar menjadi wajib dan bagi

siapa pun yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi. Sementara
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C.

itu, pemerintah wajib membiayai kewajiban setiap warga negara dalam
mendapatkan pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga
berpartisipasi dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa. Ketentuan ini juga
mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa
yang religius dan tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa.

5) Pasal 33 Ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan.

Asas kekeluargaan dan prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai
rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di
Indonesia. Dasar pertimbangan kepentingannya tiada lain adalah seluruh sumber
daya ekonomi nasional digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan paham demokrasi
ekonomi yang mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh warga negara dan
penduduk Indonesia.

6) Pasal 34 Ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan.

Dari ketentuan pasal 34 ayat (2) tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa
sistem jaminan social merupakan bagian upaya mewujudkan Indonesia sebagai
negara kesejahteraan (welfare state) sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan.

Materi Lain Berupa Aturan Bendera Negara, Bahasa Negara, Lambang Negara,

dan Lagu Kebangsaan

1) Pasal 35 Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

2) Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

3) Pasal 36 A Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka
Tunggal Ika.

4) Pasal 36B Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Bendera, bahasa, lambang, dan
lagu kebangsaan merupakan simbol yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia di
tengah perubahan dunia yang tidak jarang berpotensi mengancam keutuhan dan
kebersamaan sebuah negara dan bangsa, tak terkecuali bangsa dan negara Indonesia
(MPR RI, 2011: 187).
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Dalam pengertian yang simbolik itu, bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan
memiliki makna penting untuk menunjukkan identitas dan kedaulatan negara dan bangsa

Indonesia dalam pergaulan internasional.

3. Rangkuman

Pancasila merupakan dasar negara yang sangat penting untuk Indonesia. Pancasila
dijadikan sebagai dasar negara karena Pancasila merupakan cita-cita bangsa yang
diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai kemakmuran
Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dimasukkan ke dalam UUD 1945 agar konstitusi
Indonesia sesuai dengan ideologi bangsa & negara Indonesia. Pancasila juga
dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang secara formal yuridis Pancasila
ditetapkan sebagai dasar filsafat negara RI.

Pembukaan UUD NRI tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi
suasana kebatinan, cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-
pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang
tubuh melalui pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Dengan dijabarkannya pokok-pokok
pikiran Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam
batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah

menjadi hukum positif.

4. Penugasan dan Umpan Balik
Obyek Garapan:
Resume Pembelajaran masing-masing pertemuan
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:
v' Mahasiswa membuat resume perkuliahan pada saat fasilitator (dosen) memberi
materi kuliah
v 15 menit sebelum waktu pembelajaran selesai mahasiswa diwajibkan 2

pertanyaaan multiple Choise

MODUL PEMBELAJARAN KWN | BAB 2



G. Kegiatan Belajar 7-8

1. Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Kemampuan menguraikan dan menjelaskan negara hukum dan Hak asasi manusia

2. Uraian Materi

Hak Asasi Manusia
Dosen: Anita Rahmawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep

A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM adalah hak hak yang telah dipunyai seseorang sejak dalam lahir.

Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan

Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.
Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada

hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi

oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Tercantum juga dalam UUD 1945 :

a.

Pasal 27 ayat 1  : Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di
dalam hokum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28 . Kemerdekaan  berserikat dan  berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan
dengan undang undang.

Pasal 29 ayat 2  : Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadah menurut
agama dan kepercayaannya itu.

Pasal 30 ayat 1  : Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 31 ayat 1  : Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan

Ruang lingkup HAM meliputi:

a. Hak pribadi : hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain;

b. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada;

C.

Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan, serta
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d. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga
keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara
kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya
menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi
kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur
Pemerintahan baik Sipil maupun Militer),dan negara.

Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik
kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :

a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah
bagian dari manusia secara otomatis.
b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras,
agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk
membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM
walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau
melanggar HAM.
B. Hak Asasi Manusia (HAM) pada tataran Global
Sebelum konsep HAM diritifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama
mengenai HAM ,yaitu:
a. Ham menurut konsep Negara-negara Barat
1). Ingin meninggalkan konsep Negara yang mutlak.
2). Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas.
3). Filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia.
4). Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan Negara.
b. HAM menurut konsep sosialis;
1). Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat
2). Hak asasi tidak ada sebelum Negara ada.
3). Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki.
¢. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika:
1. Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya.
2. Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap

kepala keluarga
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3. Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban
sebagai anggota masyarakat.
d. HAM menurut konsep PBB;

Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh
Elenor Roosevelt dan secara resmi disebut “ Universal Decralation of Human
Rights™.

Universal Decralation of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang
mempunyai:

Hak untuk hidup
Kemerdekaan dan keamanan badan
Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum
Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana
Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara
Hak untuk mendapat hak milik atas benda
Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
Hak untuk bebas memeluk agama
Hak untuk mendapat pekerjaan
Hak untuk berdagang
Hak untuk mendapatkan pendidikan
Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat
Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.
Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia

Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan
dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil,
politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu
kesatuanyang tidak dapat di pisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan,
maupun dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan pasal 1 (3), pasal 55, dan 56
Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui
suatu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling
menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negaraserta hukum internasional
yang berlaku.

Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi,

antitrorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya.
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Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak
diskriminatif dan konsisten.
Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal
berikut:
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari
2004-2009 sebagai gerakan nasional
2. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupun
lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia
3. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga
Negara di depan hukum melalui keteladanan kepala Negara beserta
pimpinan lainnya untuk memetuhi/ menaati hukum dan hak asasi manusia
secara konsisten serta konsekuen
4. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak
asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar
dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya.
5. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan
Rencana, Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi.
6. Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana
terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya.
7. Penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip/lembaga
Negara serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan
HAM.
8. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektifitas
penegakan hukum dan HAM.
9. Pengembangan system manajemen kelembagaan hukum yang transparan.
10. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka
mewujudkan proses hukum yang kebih sederhana, cepat, dan tepat serta
dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
D. Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM
1. Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih
pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.
2. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu
mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada

setiap mahasiswa.
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3. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM
terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan
di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.

4. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu
jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap
anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan
minat dan bakatnya.

5. Kasus Babe yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun,
yang artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang

6. Masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil, bukti nya
jika masyarakat bawah membuat suatu kesalahan misalkan mencuri sendal
proses hukum nya sangat cepat, akan tetapi jika masyarakat kelas atas
melakukan kesalahan misalkan korupsi, proses hukum nya sangatlah lama

7. Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri mendapat
penganiayaan dari majikannya

8. Kasus pengguguran anak yang banyak dilakukan oleh kalangan muda mudi

yang kawin diluar nikah

3. Rangkuman

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan Kkiprahnya.
Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang
perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang
lain.Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-
undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh
seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam
pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui
hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang
pengadilan HAM.

4. Penugasan dan Umpan Balik
Tujuan Tugas: Mengidentifikasi Menjelaskan tentang Materi terkait
1.Uraian Tugas:
a. Obyek garapan: Makalah IImiah Judul pada TM yang dimaksud

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:
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v Membuat makalah tentang materi terkait pada masing-masing Materi yang
disebutkan
v Membuat PPT
v Presentasi Makalah
c.Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: Makalah lImiah pada sistem
terkait
d. Metode Penulisan
Substansi
Halaman Judul
Daftar Isi
Bab 1 Pendahuluan
(1.1 Latar belakang, 1.2 Tujuan Penulisan)
Bab 2 Tinjauan Pustaka
(2.1 Dst...Berisikan Materi terkait)
Bab 3 Penutup
(3.1 Kesimpulan, 3.2 Saran)
Daftar Pustaka
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H. Kegiatan Belajar 9-10

1.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Kemampuan menguraikan dan menjelaskan geopolitik/wawasan nusantara

Uraian Materi

Wawasan Nusantara
Dosen: Anita Rahmawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep

A. Pengertian Wawasan Nusantara

Secara Etimologi kata wawasan berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang
berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi, ditambahkan akhiran (an)
bermakna cara pandang, cara tinjau atau cara melihat. Dari kata wawas muncul
kata mawas yang berarti; memandang, meninjau atau melihat. Wawasan artinya;
pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi, atau cara pandang atau cara
melihat. Selanjutnya kata Nusantara terdiri dari kata nusa dan antara. Kata nusa
artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara menunjukkan letak antara dua
unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua yakni
Asia dan Australia dan dua samudera yakni; samudera Hindia dan samudera
Pasifik.

Menurut Kelompok kerja LEMHANAS 1999 Wawasan Nusantara adalah cara
pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba
beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Sedangkan pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar
Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap
bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan
bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan
tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan
nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Dengan demikian waawasan nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang
bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya
yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa yang
merdeka, berdaulat, bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak
kebijaksanaan dalam mencapai tujuan nasional. Maka dari itu, landasan wawasan

nusantara ialah Idiil — Pancasila Konstitusional — UUD 1945.
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B. Dasar Pemikiran Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara memiliki dasar pemikiran sebagai berikut :

a. Faktor Geografis
Di Indonesia kaya akan kekayaan alam yang melimpah, seperti minyak bumi,
timah, besi, bauksit, mangan, dan batubara. GBHN menggariskan bahwa jumlah
penduduk di Indonesia sangat besar. Apabila dapat dibina dan dikembangkan
sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang
besar. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, memiliki wilayah perairan yang
dikelilingi samudera luas yaitu Samudera Indonesia dan Pasifik. Dan diapit dua
benua yaitu Asia dan Australia. Dengan demikian, kedudukan negara Indonesia
berada pada posisi silang dunia dan oleh karena itu dinamakan nusantara.
Kepulauan Indonesia dengan seluruh perairannya dipandang sebagai satu kesatuan
yang utuh. Cara pandang itu telah dipahami dan dihayati sehingga dalam
menyebut tempat hidupnya digunakan istilah tanah air. Istilah tersebut memiliki
maksud bahwa bangsa Indonesia tidak pernah memisahkan antara tanah dan air,
atau daratan dan lautan. Daratan dan lautan merupakan kesatuan yang utuh. Dan
laut dianggap sebagai pemersatu bukan pemisah antara pulau satu dengan lainnya.
b. Faktor Geopolitik
Istilah Geo memiliki arti ‘Bumi’. Jadi geopolitik adalah politik yang tidak terlepas
dari bumi yang menjadi wilayah hidupnya. Istilah ini ialah singkatan dari
Geographical Politics yang dicetuskan oleh Rudolf Kjellen. Bermula dari seorang
ahli geografi Frederich Ratzel yang berpendapat bahwa pertumbuhan negara mirip
dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup sebagai tempat
naungannya, sehingga organisme dapat tumbuh subur. Teorinya dikenal dengan
teori organisme dan bilogois. Rudolf juga menyatakan bahwa negara adalah suatu
organisme.
c. [Faktor Geostrategi
Geostrategi adalah strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi negara untuk
menentukan tujuan dan kebijakan dalam pemanfaatan lingkungan mencapai tujuan
politik. Geostrategi juga merupakan metode mewujudkan cita-cita proklamasi
untuk mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan
heterogin.

C. Unsur Dasar Wawasan Nusantara
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Wawasan nusantara memiliki unsur dasar yang terbagi menjadi 3 bagian,
yaitu :
1. Wadah
a.  Wujud Wilayah / Bentuk Wilayah
Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya
terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh
karena itu Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh
perairan didalamnya. Setelah bernegara dalam negara kesatuan Republik
Indonesia, bangsa indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan
wadah berbagi kegiatn kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Sementara
itu, wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah lembaga dalam wujud
infrastruktur politik. Letak geografis negara berada di posisi dunia antara dua
samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan antara dua benua, yaitu
banua Asia dan benua Australia. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu
dalam kesatuan poliyik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.
b. Tata Inti Organisasi
Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang
menyangkut bentuk dan kedaulatan negara kekuasaaan pemerintah, sistem
pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan
yang berbentuk republik. Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sistem pemerintahan,
menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan bersadarkan UUD
1945. Indonesia adalah Negara hukum( Rechtsstaat ) bukan Negara kekuasaan (
Machtsstaat ).
c. Tata Kelengkapan Organisasi
Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran
bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik,
golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers seluruh aparatur negara. Yang
dapat diwujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945
dan secara ideal berdasarkan dasar filsafat pancasila.
2. lsi
Aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan
nasional yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi

yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti
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tersebut di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan
kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan nasional. Isi wawasan nusantara
menyangkut dua hal yang essensial (penting) ,yaitu realisasi aspirasi bangsa
sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional, dan
persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan
nasional. Isi wawasan nusantara tercemin dalam perspektif kehidupan manusia
Indonesia meliputi, Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan
UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan
yang bebas. Dan pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.
3. Tata Laku
Tata laku wawasan nusantara mencakup dua hal yaitu, segi batiniah dan lahiriah.
Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi, yang terdiri dari tata
laku tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa,
semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa indonesia, sedang tata laku
lahiriah tercermin dalam tindakan , perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia.
Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan.
Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.Kedua hal
tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa indonesia
berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta
kepada bangga dan tanah air sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi
dalm segala aspek kehidupan nasional.
D. Asas Wawasan Nusantara
Merupakan ketentuan — ketentuan atau kaidah — kaidah dasar yang harus
dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen
pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama.Jika hal ini diabaikan,
maka komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan
bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia.
Asas Wawasan Nusantara adalah ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi,

ditaati, dipelihara dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya
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komponen/unsur pembentuk bangsa Indonesia (suku/golongan) terhadap kesepakatan
(commitment) bersama. Asas wasantara terdiri dari :

1. Kepentingan/ Tujuan yang sama

2. Keadilan

3. Kejujuran

4. Solidaritas

5. Kerjasama

6. Kesetiaan terhadap kesepakatan
Tujuannya adalah menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah
dan ikutserta melaksanakan ketertiban dunia.
Arah Pandang Wawasan Nusantara :
1. Arah Pandang ke Dalam
Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap
aspek kehidupan nasional , baik aspek alamiah maupun aspek social . Arah pandang
ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk
mencegah dan mengatasi sedini mungkin factor — factor penebab timbulnya
disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya
persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan.
2. Arah Pandang ke Luar
Arah pandang keluar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia
yang serba berubah maupun kehidupan dalam negri serta dalam melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,
serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Arah pandang ke luar
mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus
berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik
politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya
tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada Pembukaan UUD 1945.
E. Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara memiliki 2 kedudukan, anatara lain :

a)  Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan

ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi
penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan

cita-cita dan tujuan nasional.
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b) Wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari
stratifikasinya sebagai berikut:
c) Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan
sebagai landasan idiil.
d) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara,
berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
e) Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan
visional.
f) Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan
nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.
F. Implementasi Wawasan Nusantara
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan
wawasan nusantara, yaitu:
a)  Kehidupan Politik
b)  Kehidupan Ekonomi
C) Kehidupan Sosial

d)  Kehidupan Pertahanan dan Keamananan

Rangkuman

Sebagai warga negara yang baik, kita bersama-sama menuju tujuan dan cita-cita

nasional bangsa Indonesia dengan memanfaatkan sosial budaya, sejarah, sumber daya

alam, dsb untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan landasan dari falsafah Pancasila

serta UUD 1945. Sehingga kita dapat bersama-sama memandang diri serta lingkungan

yang ada dengan berbagai asas, dan unsur yang telah ada. Yang juga akan

menghasilkan implementasi di berbagai bidang kehidupan.

Penugasan dan Umpan Balik

Obyek Garapan:

Resume Pembelajaran masing-masing pertemuan

Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:

v' Mahasiswa membuat resume perkuliahan pada saat fasilitator (dosen) memberi
materi kuliah

v 15 menit sebelum waktu pembelajaran selesai mahasiswa diwajibkan 2

pertanyaaan multiple Choise
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Kegiatan Belajar 11-12

1.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Kemampuan menjelaskan dan mnguraikan geostrategi indonesia/ketahanan nasional
Uraian Materi
Ketahanan Nasional
Dosen: Anita Rahmawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep
A. Pengertian Ketahanan Nasional

Pengertian ketahanan nasional menurut beberapa ahli adalah sebagai
berikut :

e Menurut Sumarno, ketahanan nasional adalah kondisi dinamika bangsa yang
meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi.

e Menurut Harjomataram, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan
suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi
segala tantangan dan ancaman dari dalam atau luar, langsung atau tidak
langsung, dan bisa membahayakan kehidupan nasional.

e Menurut Suradinata dan Kaelan, ketahanan nasional adalah suatu kondisi
dinamis sebuah Negara yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mampu
mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala
ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari dalam maupun
luar negeri, secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat
membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup berbangsa dan
bernegara serta perjuangan bangsa dalam menjaga tujuan nasional.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan
nasional adalah kemampuan suatu Negara untuk mempertahankan integritas,
identitas serta kelangsungan kehidupan bernegara yang terhimpun dalam kekuatan
nasional untuk menghadapi segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar.

B. Karakteristik Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional memiliki sifat — sifat sebagai berikut :

a. Mandiri, artinya ketahanan nasional memiliki kemampuan dan kekuatan sendiri
dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip pantang menyerah
serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian
ini  merupakan prasyarat untuk menjalin kerja sama yang saling

menguntungkan dalam perkembangan global.
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b. Dinamis, artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat
ataupun menurun bahkan mengalami perubahan bergantung pada situasi dan
kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini
mengacu pada segala sesatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu,
upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa
depan dan dinamikanya di arahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan
nasional yang lebih baik.

c. Manunggal, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan
terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di
antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

d. Wibawa, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat
manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan
diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu
negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula
kewibawaannya.

e. Konsultasi dan kerjasama, artinya ketahanan nasional tidak mengutamakan
sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan
fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerja sama serta saling
menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian
bangsa.

C. Asas — Asas Ketahanan Nasional
Di Indonesia, asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari
nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan
Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas kesejahtraan dan keamanan.

Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi
bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Dengan demikian,
kesejahteraan dan keamanan merupakan asa dalam sistem kehidupan nasional.
Tanpa kesejateraaan dan keamanan, sesitem kehidupan nasional tidak akan
dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang
ada pada sistem kehidupan nasuional itu sendiri. Kesejahtrean maupun
keamanan

harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apa pun.Dalam kehidupa
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n nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai
merupakan tolok ukur Ketahanan Nasional
b. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar.

Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek
kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan
nasional juga berinteraksi dengan linkungan sekelilingnya. Dalam proses
interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif
maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam maupun keluar.
Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan
nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemadirian yangproporsional untuk
meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh.
Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta
mengatasi dampak lingkungan stategis luar negeri dan menerima
kenyataan  adanya interaksi dan  ketergantungan dengan  dunia
internasional.

c. Asas kekeluargaan.

Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong,
tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya
perbedaan, dan kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam
kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak/destruktif.

d. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu.

Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa
dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan
selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Ketahanan Nasional mencakup ketahanan segenap aspek
kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif
intergral).

D. Kedudukan dan Fungsi Ketahanan Nasional
a. Kedudukan
Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini
kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik
yang perlu di implementasikan secara berlanjut dalam rangka membina

kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan, wawasan nusantara
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dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual, yang
didasari oleh Pancasil sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan
konstisional dalam paradigma pembangunan nasional.

b. Fungsi

Ketahanan nasional nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar
nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola
sikap, pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang
bersifat inter — regional (wilayah), inter — sektoral maupun multi disiplin.
Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berfikir yang terkotak-
kotak (sektoral).

Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul
pemborosan waktu, tenaga dan sarana, yang bahkan berpotensi dalam cita-
cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar
pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman
dalam pelaksanaan pembangunman nasional disegala bidang dan sektor
pembangunan secara terpadu, yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan
program.

E. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional Pada Kehidupan Bernegara

Terdapat beberapa aspek yang penting dalam memebrntuk ketahanan nasional

yaitu:

a. Pengaruh Aspek Ideologi

Ideologi adalah sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang

memberikan motivasi. Dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang
kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Suatu ideologi bersumber dari
suatu aliran pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem
falsafah itu sendiri.
Ideologi-ideologi di dunia antara lain:
1.  Liberalisme (individualisme)

Negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun
atas kontrak semua orang (individu) dalam masyarakat (kontrak
sosial). Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada
manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun
termasuk penguasa terkecuali atas persetujuan dari yang

bersangkutan. Paham liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar
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(intrinsik) yaitu kebebasan kepentingan pribadi yang menuntut
kebebasan individu secara mutlak.
2. Komunisme (class theory)

Negara adalah susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas
lain. Golongan borjuis menindas golongan proletar (buruh), oleh
karena itu kaum buruh dianjurkan mengadakan revolusi politik untuk
merebut kekuasaan negara dari kaum kapitalis & borjuis.

e Paham Agama
Negara membina kehidupan keagamaan umat dan
bersifat spiritual religius. Bersumber pada falsafah keagamaan
dalam kitab suci agama. Negara melaksanakan hukum agama
dalam kehidupan dunia
e ldeologi Pancasila
Merupakan tatanan nilai yang digali (kristalisasi) dari
nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia.
b. Pengaruh Aspek Politik

Politik di Indonesia dapat digambarkan bahwa politik dalam
negeri merupakan  kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat
mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem yang unsur-unsurnya
adalah struktur politik, proses politik, budaya politik dan komunikasi
politik.

Politik luar negeri merupakan kehidupan politik dan
kenegaraan yang berdasarkan pada pembukaan UUD 1945, vyaitu
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial dan anti penjajahan karena tidak sesuai dengan
kemanusiaan dan keadilan.

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas
berarti Indonesia tidak memihak kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya
tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan aktif yang berarti Indonesia
dalam pergaulan internasional tidak bersifat reaktif dan tidak menjadi
obyek, tetapi berperan atas dasar cita-citanya.

c. Pengaruh Aspek Ekonomi
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Sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu negara akan
memberi corak terhadap kehidupan perekonomian negara yang
besangkutan. Sistem ekonomi liberal dengan orientasi pasar secara murni
akan sangat peka terhadap pengaruh dari luar, sebaliknya sistem
perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan pengendalian oleh
pemerintah kurang peka terhadap pengaruh dari luar.

Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti setiap warga
negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan
roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Dalam
perekonomian Indonesia tidak dikenal monopoli dan monopsoni baik oleh
pemerintah/swasta. Secara makro sistem perekonomian Indonesia dapat
disebut sebagai sistem perekonomian kerakyatan.

d. Pengaruh Aspek Sosial Budaya

Kebudayaan diciptakan oleh faktor organobiologis manusia,
lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah. Dalam
setiap kebudayaan daerah terdapat nilai budaya yang tidak dapat
dipengaruhi oleh budaya asing (local genuis). Local genuis itulah pangkal
segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif
budaya asing.

Kebuadayaan nasional merupakan hasil (resultante) interaksi dari
budaya-budaya suku bangsa (daerah) atau budaya asing (luar) yang
kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Interaksi budaya
harus berjalan secara wajar dan alamiah tanpa unsur paksaan dan dominasi
budaya terhadap budaya lainnya.

Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan
Indonesia. Identitas bangsa Indonesia adalah manusia dan masyarakat yang
memiliki sifat-sifat dasar:

1. Religius

2. Kekeluargaan

3. Hidup seba selaras
4. Kerakyatan

Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan
sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional, yang mengandung

kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya
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manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan yang maha esa, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan
sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta
kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan
kebudayaan nasional.

e. Pengaruh Aspek Hankam

Keseluruhan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu
sistem ketahanan keamanan negara dalam mempertahankan dan
mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan
negara RI. Pertahanan keamanan negara RI dilaksanakan dengan
menyusun, mengerahkan, menggerakkan seluruh potensi nasional
termasuk kekuatan masyarakat diseluruh bidang kehidupan nasional secara
terintegrasi dan terkoordinasi.

Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional
merupakan salah satu fungi utama dari pemerintahan dan negara Rl dengan
TNI dan Polri sebagai intinya, guna menciptakan keamanan bangsa dan
negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia.

Wujud ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal
bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang
mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan
negara (Hankamneg) yang dinamis, mengamankan pembangunan dan
hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan
menangkal segala bentuk ancaman. Postur kekuatan pertahanan keamanan
mencakup:

1. Struktur kekuatan

2. Tingkat kemampuan

3. Gelar kekuatan

F. Hal-Hal Yang Dapat Melemahkan Ketahanan Nasional
Segala macam kesulitan dan masalah-masalah yang merupakan ancaman

dan tantangan yang harus diatasi atau ditanggulangi oleh Negara dan segenap
rakyat Indonesia, terutama setelah Indonesia merebut kemerdekaan, maka dapat
dikatakan bahwa kesulitan, ancaman, dan tantangan itu timbul dalam bidang-

bidang kehidupan masyarakat.
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3. Rangkuman
Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga serta mempertahankan
persatuan dan kesatuan nasional republik Indonesia baik itu dalam aspek politik,
ekonomi, sosial dan budaya, ideologi maupun hankam. Semuanya memiliki tanggung
jawab yang sama untuk memelihara keutuhan bangsa ini agar tidak dapat diluluh
lantahkan dengan mudah oleh bangsa lain yang ingin menguasai atau menghancurkan
bangsa ini hanya demi kepentingan pribadi bangsa mereka. Kita sebagai bangsa yang
besar harus menunjukkan bahwa kita tidak hanya mengandalkan pasukan khusus atau
tentara untuk melindungi bangsa kita, tapi Kita sacara bersama-sama yang akan
melindungi dan mempertahankan tanbah air yang telah mempersatukan kita dalam
ras, suku, dan budaya.
Bentuk pertahanan nasional tidak hanya berupa perlawanan menggunakan senjata
atau kekuatan fisik. Pertahanan nasional juga bisa dilakukan melalui pelestarian
budaya kita, mencintai produk-produk dalam negeri, mendidik generasi bangsa agar
tidak mengalami kemerosotan moral. Seperti yang telah kita ketahui bangsa luar
menjajah kita bukan menggunakan senjata, melainkan mereka menjajah kita dengan
cara membodohkan generasi bangsa ini, karena tegaknya bangsa ini tergantung
bagaimana generasi penerusnya mengolah dan memimpinnya. Semoga kita mampu
menjadi generasi yang menjaga juga memajukan bangsa ini.

4. Penugasan dan Umpan Balik
Obyek Garapan:
Resume Pembelajaran masing-masing pertemuan
Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:
v' Mahasiswa membuat resume perkuliahan pada saat fasilitator (dosen) memberi

materi kuliah

v' 15 menit sebelum waktu pembelajaran selesai mahasiswa diwajibkan 2

pertanyaaan multiple Choise
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J. Kegiatan Belajar 13-14

1.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Memahami integrasi Nasional

Uraian Materi

Integrasi Nasional
Dosen: Anita Rahmawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep

A. Pengertian Integrasi Nasional

Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu “Integrasi” dan “Nasional”.
Integrasi berasal dari bahasa inggris, Integrate artinya menyatupadukan,
menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.
Sedangkan kata Nasional berasal dari bahasa Inggris, nation yang artinya bangsa.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis
dan antropologis.

a) Secara Politis

Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok
budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu
identitas nasional.

b) Secara Antropologis

Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara
unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi
dalam kehidupan masyarakat

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar
baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak
positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia
secara bijak atau mengelola budaya budaya yang melimpah untuk kesejahteraan
rakyat, namun selain menimbulkan sebuah keuntungan,hal ini juga akhirnya
menimbulkan masalah yang baru.Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang
melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia manusia yang berbeda
pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

Intergasi nasional dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-
unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian

fungsi. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki

MODUL PEMBELAJARAN KWN | BAB 2



kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-

pranata sosial.

Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan berbagai aspek
perbedaan sosial budaya yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya
keserasian dan keselarasan secara nasional dalam mencapai tujuan bersama
sebagai suatu bangsa.. Dengan demikian Integrasi nasional dapat diartikan
penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu
keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang
banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa.

Tentang integrasi, Myron Weiner (1971) memberikan lima definisi mengenai

integrasi yaitu:

a. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budayadan sosial
dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional,membangun
rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan padaikatan-ikatan yang
lebih sempit.

b. Integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional
pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakankelompok-
kelompok sosial budaya masyarakat tertentu.

c. Integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintahdengan
yang diperintah. Mendekatkan perbedaan perbedaan mengenai aspirasi dan
nilai pada kelompok elit dan massa.

d. Integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum
yangdiperlukan dalam memelihara tertib sosial.

e. Integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan
yangditerima demi mencapai tujuan bersama.

Sejalan dengan definisi tersebut, Myron Weiner membedakan 5 (lima) tipe
integrasi :

1. Integrasi nasional

2. Integrasi wilayah

3. Integrasi nilai

4. Integrasi elit-elit massa

5. Integrasi tingkah laku(tindakan integratif)

Kelima pendekatan yang selanjutnya kami sebut sebagai faktor yang menentukan

tingkat integrasi suatu negara adalah:
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1) adanya ancaman dari luar

2) gaya politik kepemimpinan

3) kekuatan lembaga-lembaga politik,
4) ideologi nasional, dan

5) kesempatan pembangunan ekonomi

Hampir senada dengan pendapat di atas, Sunyoto Usman (1998) menyatakan

bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila:

1) Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang

dapat dijadikan rujukan bersama

2) Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki “croos

cuttingaffiliation” sehingga menghasilkan “croos cutting loyality”

3) Masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang

terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.
B. Pentingnya Integrasi

Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara,
salah satunya Indonesia. Sebab masyarakat yang terintegrasi diperlukan bagi negara
untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Hal
tersebut dapat terjadi dikarenakan belum terupaya dengan baik untuk
mengintegrasikan masyarakat. Seperti halnya pada era reformasi tahun 1998, berbagai
macam perbedaan suku,budaya dan agama bahkan kepentingan pribadi membuat
Indonesia tidak dapat mencapai tujuannya sehingga dengan adanya integrasi usaha
untuk menyatukan berbagai macam perbedaan dapat dilakukan.

Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin
diwujudkan, karena setiap masyarakat disamping membawakan potensi integrasi juga
menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan
untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat,
merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya perbedaan-perbedaan yang
ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya,
dan perbedaan kepentingan adalah menyimpan potensi konflik, terlebih apabila
perbedaan-pebedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat.

Indonesia sangat dikenal dengan keanekaraganm suku,budaya dan agama. Oleh
sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat
Indonesia lebih memilih untuk suatu yang trend walaupun hal tersebut membuat

upaya integrasi tidak terwujud. Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh
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globalilasi yang ternyata tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Selain pengaruh
globalisasi, masyarakat Indonesia bertindak atas wewenang sendiri maupun kelompok
sehingga konflik terjadi dimana-mana seperti pertengkaran antar suku, pembakaran
tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Konflik tersebutlah yang membuat
integrasi nasional susah diwujudkan. Upaya integrasi terus dilakukan agar Indonesia
menjadi satu kesatuan yang mana disebutkan dalam semboya bhinneka tunggal ika.
Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyrakat
Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau
dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional
sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara
yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia.
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Integrasi Nasional
Di dalam Integrasi Nasional memiliki berbagai faktor yang dapat
mempengaruhi Integrasi Nasional itu sendiri, berikut faktor-faktor integrasi
nasional :
1. Faktor Pendorong Integrasi
Ada beberapa faktor pendorong integrasi nasional yaitu sebagai berikut:
a)Adanya rasa senasib seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor
sejarah
b)Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana
dinyatakan dalam Sumpah Pemuda Tanggal 28 Oktober 1928
c)Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan
perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan.
d)Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, sebagaimana
dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan.
e) Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan Proklamasi
Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu
kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia.
f)Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila, dengan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika
g)Pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas
kepribadian bangsa Indonesia secara turun temurun.
h)Adanya ideologi nasional yang tercermin di dalam simbol negara yakni

Garuda Pancasila dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

MODUL PEMBELAJARAN KWN | BAB 2 m



i)Adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu di dalam kalangan
Bangsa Indonesia seperti yang telah dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda.

J)Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan adanyadan munculnya
semangat nasionalisme dalam kalangan Bangsa Indonesia

. Faktor Penghambat Integrasi

Ada beberapa faktor penghambat integrasi nasional yaitu sebagai berikut:

a)Masyarakat Indonesia yang heterogen (beraneka ragam) dalam faktor-faktor
kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa
daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya

b)Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang
dikelilingi oleh lautan luas.

c)Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang
merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal
dari dalam maupun luar negeri.

d)Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-
hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan
di masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan) , gerakan
separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa.

¢)Adanya paham “etnosentrisme” di antara beberapa suku bangsa yang
menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah
budaya suku bangsa lain.

f)Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing
yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak
langsung maupun kontak tidak langsung.

g)Kurangnya toleransi antargolongan

. Faktor Pendukung Integrasi

Ada beberapa faktor pendukung integrasi nasional yaitu sebagai berikut:

a)Penggunaan bahasa Indonesia.

b)Semangat persatuan serta kesatuan di dalam Bangsa, Bahasa dan Tanah Air
Indonesia.

c)Adanya Kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yakni
Pancasila.

d)Adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong, solidaritas serta

toleransi keagamaan yang sangat kuat.
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D. Problematika dan Solusi dalam integrasi nasional

1 Problematika

Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional.

Disintegrasi bangsa dapat terjadi karena adanya konflik vertikal dan horizontal

sebagai akibat tuntutan demokrasi yang melampaui batas, konflik antara elite politik,

lambatnya pemulihan ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan HAM serta kesiapan
pelaksanaan Otonomi Daerah

Problematika dalam integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai

berikut :

a) Geografi. Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki
karakteristik yang berbeda-beda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri
adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya
dari negara tetangga atau daerah perbatasan, daerah yang mempunyai pengaruh
global yang besar, seperti daerah wisata, atau daerah yang memiliki kakayaan alam
yang berlimpah.

b) Demografi. Pengaruh (perlakuan) pemerintah pusat dan pemerataan atau
penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan faktor dari terjadinya
disintegrasi bangsa, selain masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan
SDM.

c) Kekayaan Alam. Kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam dan berlimpah
dan penyebarannya yang tidak merata dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya
disintegrasi bangsa, karena hal ini meliputi hal-hal seperti pengelolaan, pembagian
hasil, pembinaan apabila terjadi kerusakan akibat dari pengelolaan.

d) Ideologi. Akhir-akhir ini agama sering dijadikan pokok masalah didalam terjadinya
konflik di negara ini, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap
agama yang dianut dan agama lain. Apabila kondisi ini tidak ditangani dengan
bijaksana pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya kemungkinan disintegrasi
bangsa, oleh sebab itu perlu adanya penanganan khusus dari para tokoh agama
mengenai pendalaman masalah agama dan komunikasi antar pimpinan umat
beragama secara berkesinambungan.

e) Politik. Masalah politik merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulut
berbagai ketidak nyamanan atau ketidak tenangan dalam
bermasyarakat dan sering mengakibatkan konflik antar masyarakat yang

berbeda faham apabila tidak ditangani dengan bijaksana akan menyebabkan
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konflik sosial di dalam masyarakat. Selain itu ketidak sesuaian kebijakan-
kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan pada pemerintah daerah juga sering
menimbulkan perbedaan kepentingan yang akhirnya timbul konflik sosial karena
dirasa ada ketidak adilan didalam pengelolaan dan pembagian hasil atau hal-hal
lain seperti perasaan pemerintah daerah yang sudah mampu mandiri dan tidak lagi
membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, konflik antar partai, kabinet koalisi
yang melemahkan ketahanan nasional dan kondisi yang tidak pasti dan tidak adil
akibat ketidak pastian hukum

f) Ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan semakin menyebabkan sebagian
besar penduduk hidup dalam taraf kemiskinan. Kesenjangan sosial masyarakat
Indonesia yang semakin lebar antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin
dan adanya indikasi untuk mendapatkan kekayaan dengan tidak wajar yaitu
melalui KKN.

g) Sosial Budaya. Pluralitas kondisi sosial budaya bangsa Indonesia merupakan
sumber konflik apabila tidak ditangani dengan bijaksana. Tata nilai yang berlaku di
daerah yang satu tidak selalu sama dengan daerah yang lain. Konflik tata nilai yang
sering terjadi saat ini yakni konflik antara kelompok yang keras dan lebih modern
dengan kelompok yang relatif terbelakang.

h) Pertahanan Keamanan. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi
saat ini menjadi bersifat multi dimensional yang berasal dari dalam negeri maupun
dari luar negeri, hal ini seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi,informasi dan komunikasi. Serta sarana dan prasarana pendukung
didalam pengamanan bentuk ancaman yang bersifat multi dimensional yang
bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya.

2 Solusi

Untuk mewujudkan integrasi nasional diperlukan keadilan kebijakan yang
diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa,
gender, dan sebagainya. Sebenarnya upaya membangun keadilan, kesatuan, dan
persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas
politik disamping upaya lain seperti banyaknya keterlibatan pemerintah dalam
menentukan komposisi dan mekanisme parlemen.

Adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional

adalah sebagai berikut :
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a)Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa
persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat
Indonesia.

b)Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN.

c)Meningkatkan  ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha
pemecahbelahan dari ancaman luar.

d)Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi
butir-butir Pancasila, dalam rangka mele starikan dan menanamkan
kesetiaan kepada ideologi bangsa.

e)Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi.

f)Membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI dan Polri

dalam memerangi separatis.

E. Strategi Integrasi
Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami oleh

semuanegara, terutama adalah negara-negara berkembang. Dalam usianya yang
masih relatif muda dalam membangun negara bangsa (nation state), ikatan antara
kelompok-kelompok yang berbeda dalam negara masih rentan dan mudah tersulut
untuk terjadinya pertentangan antar kelompok. Di samping itu masyarakat di
negara berkembang umumnya memiliki ikatan primordial yang masih kuat.
Kuatnya ikatan primordial menjadikan masyarakat lebih terpancang pada ikatan-
ikatan primer yang lebih sempit seperti ikatan keluarga, ikatan kesukuan, ikatan
sesama pemeluk agama, dan sebagainya. Dengan demikian upaya mewujudkan
integrasi nasional yang notabene mendasarkan pada ikatan yang lebih luas dan
melawati batas-batas kekelua rgaan, kesukuan, dan keagamaan menjadi sulit
untuk diwujudkan.
Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap ada
beberapa strategi yang mungkin ditempuh,yaitu:
1. Stategi Asilmilasi
2. Strategi Akulturasi
3. Strategi Pluralis

Ketiga strategi tersebut terkait dengan seberapa jauh penghargaan yang diberikan

atas unsur-unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat.Strategi asimilasi,
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akulturasi, dan pluralisme masing-masing menunjukkan penghargaan yang secara
gradual berbeda dari yang paling kurang, yang lebih, dan yang paling besar
penghargaannya terhadap unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat, di dalam
upaya mewujudkan integrasi nasional tersebut.

1. Strategi Asimilasi

Asimilasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi
satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut maka masing-
masing unsur budaya melebur menjadi satu sehingga dalam kebudayaan yang baru
itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Ketika
asimilasi ini menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti bahwa negara
mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya
yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi
menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi
yang demikian tampak bahwa upaya mewujudkan integrasinasional dilakukan
tanpa menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal dalam
masyarakat negara yang bersangkutan. Dalam konteks perubahan budaya,
asimilasi memang bisa saja terjadi dengan sendirinya oleh adanya kondisi tertentu
dalam masyarakat. Namun bisa juga hal itu merupakan bagian dari strategi
pemerintah negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya, yaitu dengan cara
melakukan rekayasa budaya agar integrasi nasional dapat diwujudkan. Dilihat dari
perspektif demokrasi, apabila upaya yang demikian itu dilakukan dapat dikatakan

sebagai cara yang kurang demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional.

2. Strategi Akulturasi

Akulturasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih
sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli
pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian
berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak “melumat” semua unsur
budaya pembentuknya. Apabila akulturasi ini menjadi strategi integrasi yang
diterapkan oleh pemerintah suatu negara, berarti bahwa negara mengintegrasikan
masyarakatnya dengan mengupayakan adanya identitas budaya bersama namun
tidak menghilangkan seluruh unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan
strategi yang demikian tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional

dilakukan dengan tetap menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya
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lokal, walaupun penghargaan tersebut dalam kadaryang tidak terlalu besar.
Sebagaimana asimilasi, proses akulturasi juga bisa terjadi dengan sendirinya tanpa
sengaja dikendalikan oleh negara. Namun bisa juga akulturasi menjadi  bagian
dari strategi pemerintah negara dalam  mengintegrasikan masyarakatnya. Dihat
dari perspektif demokrasi, strategi integrasi nasional melalui upaya akulturasi
dapat dikatakan sebagai cara yang demokratis dalam mewujudkan integrasi
nasional karena masih menunjukan pengharhaan terhadap unsur kelompok budaya
lokal

3.Strategi Pluralis

Paham Pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam
masyarakat. Paham Pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional
dengan memberi kesempatran pada segala unsur perbedaan yang ada dalam
masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dnegan strategi
pluralis dalam mewujudkan integrasi nasional negara memberi kesempatan
kepada semua unsur keragaman dalam negara. Baik suku, agama, buaya daerah,
dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang serta hidup
berdampingan secara damai. Jadi Integrasi nasional diwujudkan dengan tetap
,menghargai terdapatnya perbvedaan-perbedaan dalam msyarakat. Hal ini sejalan
dengan pandangan multikulturalisme bahwa setiap unsur perbedaan memiliki nilai
dan kedudukan yang sama, sehingga masing-masing berhak mendapatkan

kesempatan untuk berkembang.

3. Rangkuman
Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami hampir semua negara,
terutama negara-negara yang usianya masih relatifmuda, termasuk Indonesia. Hal ini
disebabkan karena mendirikan negara berarti menyatukan orang-orang dengan segala
perbedaan yang ada menjadi satu entitas kebangsaan yang baru menyertai berdirinya
negara tersebut. Begitu juga negara Indonesia yang usianya masih relatif muda. Sejak
proklamasi kemerdekaan sampai sekarang negara Indonesia masih menghadapi
persoalan bagaimana menyatukan penduduk Indonesia yang didalamnya terdiri dari
berbagai macam suku, memeluk agama yang berbeda-beda, berbahasa dengan bahasa
daerah yang beranekaragam, serta memiliki kebudayaan daerah yang berbeda satu

sama lain, untuk menjadi satu entitas baru yang dinamakan bangsa Indonesia.
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4. Penugasan dan Umpan Balik

Memberikan kasus pada mahasiswa terkait topik kopetensi yang ingin di capai pada

RPS dan Tema diatas.

Diskripsi tugas:

e Mahasiswa Belajar dengan menggali/mencari informasi (inquiry) serta
memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah faktual/ yang
dirancang oleh dosen

e Mahasiswa di bentuk menjadi 5 kelompok untuk menganalisis kasus yang di
rancang oleh dosen

e Hasil anaalisis di presentasikan di depan kelas
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